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Pengantar

keanekaragaman hayati di darat maupun di laut yang dulu melimpah kini mulai
memudar, dan lingkungan di sekitar kita yang dulu bersih kini penuh dengan
pencemaran. Inilah kenyataan yang dihadapi umat manusia hari ini, yang dikenal sebagai
Triple Planetary Crisisetiga krisis ini saling terkait dalam siklus yang saling memperparah,
menciptakan ancaman eksistensial terhadap kehidupan drbphaiPlanetary Cridiskan
sekalar isu lingkungan; ini adalah panggilan darurat untuk bertindak secara kolektif, cepat,
dan menyeluruh guna menyeimbangkan sistem kehidupan.

Bayangkan dunia di mana perubahan iklim semakin tak terkendali, bumi semakin panas,

Transisi energi menjadi salah satu solusi paling penting dalam mehgptad?lanetary

Crisis Peralihan dari energi berbasis fosil ke energi terbarukan seperti tenaga surya, angin,
dan air, tidak hanya mengurangi emisi karbon yang menjadi penyebab utama perubahan iklim,
tetapi juga membantu melindungi ekosistem. Dengan mengurangi aktivitksiekstrber

daya fosil (seperti batubara) kita dapat membantu mengurangi pencemaran lingkungan dan
memperbaiki kualitas udara. Bagi Indonesia, yang masih karggattung pada batubara,
transisi energi ini memiliki arti yang lebih dalam. Selain menjadi upaya untuk mengatasi
dampakTriple Planetary Crisiproyek peralihan ini juga merupakan langkah strategis
Indonesia untuk memastikan keberlanjutan ekonomi dan daya saing global.

Indonesia telah berkomitmen untuk menddpaZero EmissigNZE) pada 2060 atau lebih

cepat, sejalan dengan kesepakatan global seperti Paris Agreement. Peralihan dari energi fosil
ke energi terbarukan bukan hanya sebuah langkah strategis untuk mengurangi emisi karbon,
tetapi juga kesempatan besar untuk membangonoeni yang lebih hijau, menciptakan
lapangan kerja baru, dan melindungi keanekaragaman hayati. Dengan memanfaatkan
dukungan internasional, seperti skdust Energy Transition PartnerqdigTP) Indonesia

dapat membangun infrastruktur energi yang lebih bersih dan efisien

1 UNFCC (2022) What is the triple planetary crisis? Diakses melatpstitiinfccc.int/news/whats-the-
triple-planetarycrisis#:~:text=What%20can%201%20d0%20about,the%2 0UN%27s%20Act%20Now%20site



https://unfccc.int/news/what-is-the-triple-planetary-crisis#:~:text=What%20can%20I%20do%20about,the%20UN%27s%20Act%20Now%20site
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Namun, perjalanan transformasi dari energi yang tinggi karbon ke energi bersih yang
berkelanjutan ini bukanlah perjalanan yang mudah. Ada tantangan besar yang menanti
Indonesia, mulai dari praktik perburtemeyang sistemik pada komoditas batubara dan

nikel hingga permasalahan seperti korupsi dan konflik kepentingan di sektor energi di
Indonesia. Oleh karena itu, sudah seyogyanya skema proyek transisi energi di Indonesia harus
dilakukan dengan pendekatan yanilj deh transparan. Transisi energi yangtiéfeidak

hanya menyelamatkan lingkungan tetapi juga menciptakan masa depan yang lebih inklusif,
di mana masyarakat, lingkungan, dan ekonomi dapat berkembang bersama.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya terhadap transisi energi salah
satunya melalui penetapan target pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) dalam
Rencana Usaha Penyediaan Tenaga LRtIRT)L PLN 20242030. Merujuk paddUPTL
Indonesia berencana meningkatkan kapasitas pembangkit listrik sebesar 40.575 MW hingga
2030, di mana 51,6% atau sekitar 20.923 MW berasal dari EBT. Selain itu, terdapat pula
Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasioyah@KEN)
menargetkan kontribusi EBT sebesar 23% dalam bauran energi nasional pada tahun 2025.
Untuk mencapai targérget ambisius ini, pemerintah berharap dapat menarik investor
melalui beragam kebijakan dan insentif fiskal di sektor ketenagalistrikan yang ikompetit
dengan tujuan akhir untuk mempercepat transisi menuju energi bersih.

Sebagai langkah konkret, pemerintah Indonesia melalui Kementerian ESDM pun telah
menerbitkafPermerESDMNomor 2 Tahun 202duna menegaskan pentingnya PLN, selaku
perusahaan di sektor ketenagalistrikan terbesar di Indonesia, untuk membeli listrik dari
pembangkit EBT melalui mekanisme pemilihan langsung guna mengurangi emisi CO2.
Disusul dengan Peraturan Presiden Nomor 112 ta@R2 yang memprioritaskan
pengembangan energi terbarukan. Dua regulasi ini mewajibkan PLN untuk rR&/BTisun

yang berfokus padpembelian tenaga listrik dari pembangkit EBT, serta menetapkan
roadmap untuk pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar fosil
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A. Regulasi AmKorupsuntukMendukung Transisi Energi

Transisi energi dari energi fosil mersymber daya energi yang lebih rendah karbon

dan ramah lingkungan kini telah menjadi mandat internasional. Pemanfaatan sumber
sumber energi terbarukan dalam sektor pembangkit tenaga listrik terus mengalami
peningkatan penggunaan di berbagai belahan dajign i menyoroti bahwa gerak
transisi ini turut berdampak terhadap meningkatnya investasi terutama dalam sektor
energi terbarukan, yang mana memang terkenal sebagai sektor anyar yang padat modal.
Artinya sektor ini mempunyai kebutuhan investasi yaggtdasar untuk membangun
infrastruktur dan menjalankan proyek. Me s ki
berputar pada proyek energi terbarukan kemungkinan lebih besar dari proyek energi
berbasis bahan bakar batu bara. Investasi dalam pengembangarieeb@ngikan

secara global diperkirakan mencapai lebih dari USD 110 triliun hingga 2050 menurut
IRENA dan hal ini menjadikannya rentan terhadap korupsi. Tingginya konsentrasi modal
menciptakan peluang inovasi, tetapi juga memunculkan celah untuk eksgib#hsi
regulasi yang tidak spesifik dan standar transparansi yang rendah. Regulasi yang lemah
dapat membuka jalan bagi praktik monopoli pasar, penghambatan inovasi, dan
pengabaian standar sosial serta lingkungan. Dalam banyak kasus, hal ini berujung pada
praktik suap, nepotisme, atau pengabaian aturan yang merugikan publik. Oleh karena
itu, regulasi yang tegas dan mekanisme transparansi yang ketat sangat diperlukan.

Pengalaman negara lain seperti Meksiko dan Kenya pun turut diurai dalam Bab 2 dalam
kajian ini sebagai pembanding untuk menunjukkan tantangan konkret dalam
menghadapi risiko korupsi di sektor energi terbarukan. Di Meksiko, konflik antara proyek
energi angi dan masyarakat adat menciptakan peluang untuk korupsi, terutama dalam
proses perizinan dan pengelolaan tanah. Di Kenya, aliran dana besar untuk proyek energi
surya dari donor internasional juga meningkatkan risiko penyalahgunaan. Kurangnya
transparansiaam pengadaan dan terbatasnya persaingan memperbesar risiko korupsi

di kedua negara tersebut.

Untuk memastikan energi terbarukan dapat menjadi solusi yang adil dan berkelanjutan,
diperlukan upaya serius untuk mengatasi korupsi di sektor energi terbarukan ini. Tanpa
pengaturan yang kuat dan transparan, risiko korupsirdapggjagalkan upaya transisi
energi, merugikan negara, masyarakat, dan lingkungan dalam jangka panjang

>

ao
@
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B. Kompleksitas Perizinan dan Strategi Mengatasi Risiko Korupsi dalam Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik

Kompleksitas perizinan dalam usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia juga tak
luput disoroti pada dalam Bab 3 di kajian ini, terutama terkait efisiensi dan transparansi
prosesnya. Panjangnya durasi dan banyaknya tahapan perizinan, khususnya dalam
pemlangkitan listrik berbasis energi terbarukan membuka celah terjadinya praktik
korupsi. Meski pemerintah telah mengintegrasikan sistem melalui per@néipan

Single SubmissiofOSS), tak lantas kelemahan struktural yang ada dalam rezim
perizinan dalam peegiaan ketenagalistrikan (yang berbasis energi terbarukan) di
Indonesia sepenuhnya terselesaikan.

Kompleksitas proses pembangkitan listrik berbasis energi baru terbarukan di Indonesia
memang tak mudah diurai karena proses tersebut melibatkan hingga tujuh kementerian,
pemerintah daerah, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT PLN (persero)
selaku prusahaan penyedia listrik terbesar, acapkali menciptakan risiko birokrasi
berlebihandverlapping bureaucrgcy

SebelumOSSditerapkan, risiko korupsi menjadi salah satu ancaman utama bagi tata
kelola ketenagalistrikan di Indonesia. Panjangnya jalur perizinan dapat menciptakan
celah untuk praktipraktik korupsi, seperti pemerasan, suap, atau manipulasi dokumen.
Rendahnya trapsransi dalam pemberian izin dan penetapan wilayah usaha
ketenagalistrikan, serta keterlibatan banyak instansi tanpa mekanisme akuntabilitas
yang jelas juga menambah runyamnya risiko korupsi di sektor ini. Kondisi yang jelas
sangat menghambaklim investasi di Indonesia, khususnya di sektor energi baru
terbarukan (EBT
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Dalam kajian ini Transparency International Indonesia menemukan setidaknya terdapat
enam kasus korupsi di sektor EBT yang terjadi di Indonesia dari tah@022)13

meliputi

1. (sHs) (2013)

> PLTA Memberamo
© (2015)

3 PLTA Asahan Il
" (2015)

4 PLTMH Deiyai
© (2016)

5 PLTS Kalumpang
© (2018)

. PLTA Peusangan

(2020)

Solar Home Systen Korupsi dalam lelang dan kontrak proyek pemasanc

SHS, menyebabkan kerugian negara.

Proyek dialokasikan secara ilegal oleh Gubernur Pa
tanpa lelang, merugikan negara Rp. 43,4 miliar

Pengadaan lahan di kawasan hutan lindung
disalahgunakan untuk kepentingan pribadi

Anggota DPR menerima suap untuk memasukkan
ke dalam anggaran pemerintah pusat

Pelaporan proyeklak sesuai realisasi, menyebabkar
kerugian negara Rp. 322 juta

Penyalahgunaan ganti rugi lahan, dengan kerugian
negara Rp. 809,7 juta

Keenam kasus tersebut hampir seluruh terjadi pada tahap awal hingga tahap akhir
penyediaan listrik. Bentuknya meliputi pengaturan lelang, proyek fiktif, suap, pemerasan,
hingga penyalahgunaan kewenangan.

Kasuskasus korupsi dalam penyediaan listrik EBT yang ditemukan dari tahun 2013
hingga 2020 tersebut menjadi cermin betapa rentannya sektor energi terbarukan ini.
Jika tidak segera ditangani dengan baik, risiko korupsi dalam proses penyediaan tenaga
listrik dapat menggagalkan upaya Indonesia dalam mencapai target energi terbarukan
dan menurunkan emisi karbon, yang seharusnya menjadi langkah penting untuk
keberlanjutan lingkungan dan perekonomian negara
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C. Mengurai Benang Kusut Penyediaan Listrik Energi Terbarukan di Indonesia

Kompleksitas perizinan dan tantangan korupsi dalam usaha penyediaan tenaga listrik
berbasienergi terbarukan di Indonesia membutuhkan perhatian serius, terutama dalam
rangka mendukung transisi energi yang lebih adil dan berkelanjutan. Proses perizinan
yang panjang dan melibatkan banyak instansi, ditambah dengan lemahnya mekanisme
akuntabilitasmembuka celah bagi praktik korupsi yang dapat merugikan negara dan
masyarakat. Oleh karena itu, tujuan dilakukannya kajian pemetaan risiko korupsi
(CorruptionRisk Assessmentni tidak lain adalah untuk menganalisis regulasi anti
korupsi yang dapamemperkuat tata kelola sektor energi terbarukan, serta
mengidentifikasi strategi untuk mengatasi risiko korupsi dalam proses perizinan dan
pengadaan.

Secara khusus pembaca akan diajak melihat secara lebih dalam pada keterkaitan dan
silangsengkarut dari regulastgulasi yang ada yang mengatur tentang penyediaan
ketenagalistrikan di Indonesia, serta membandingkannya untuk memetakegiaelah
praktik lor up s i dalam ;| apangan bar u’ i stri
kebijakan, kajian ini memang ditujukan untuk menggali keterkaitan antara berbagai
kebijakan yang berpengaruh dalam sektor energi terbarukan di Indonesia serta. Analisis
kebijakan membantumengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan dan
penguatan, serta menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih holistik, yang tidak hanya
fokus pada satu aspek, tetapi juga menggabungkan berbagai dimensi, seperti perizinan,
transparansi, akuntabilitagrdpengawasan
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Metodologi Penelitian

Kajian pemetaan risiko korupstdrruptionRisk Assessmenini mengadopsi pendekatan
analisis kebijakan publik untuk memahami, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi
terhadap suatu kebijakan guna memecahkan persoalan ghbfks untukkajian ini
persoalan publik itu diterjemahkan sebagaiyediaan ketenagalistrikan berbasis energi
terbarukan di Indonesia. Dalam praktiknya, analisis kebijakan publik berfungsi sebagai alat
analisa untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak suatu kebijakan dalam mencapai
tujuan yang telah ditetapkasembari memastikanabwa kebijakan tersebut dijalankan
dengan prinsiprinsip transparansi, akuntabilitas, dan inklusi¥itas.

Dalam konteks transisi menuju energi terbarukan, banyak pemangku kepentingan terlibat
dalam proses tranformasi ini mulai dari pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakat. Selain
itu proyek transisi energi juga membutuhkan sumber daya finansial yarmpikedaam

bentuk investasi, hibah, maupun pinjaman. Kompleksitas relasi antar para pemangku
kepentingan dalam proyek transisirgnei membuka celatelah risiko penyelewengan dan
korupsi, yang jika tidak dimitigasi dengan tepat dapat menghambat @endajpen

transisi energi di Indonesia, seperti taNgttZero EmissiofslZE) pada tahun 2060. Oleh
karena itu asas keadilan perlu ditegakkan sebagai pilar utama untuk menyokong proyek
transisi energi.

Analisis kebijakan publik memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa transisi energi
tidak hanya berorientasi pada keberlanjutan lingkungan tetapi juga bebas dari risiko korupsi.
Pendekatan analisis kebijakan publik dalam kajian ini menggunakanndedgikanalisis
integratif yang menggabungkan modmiospektif dan retrospektif Pendekatan ini
memungkinkan kajian untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan yang telah berjalan dan
mengidentifikasi peluang serta tantangan dalam implementasi kebijaleeaa diepan.

2 Dunn, W. N. (2015). Public policy analysis: An integrated approach. Routledge. Him. 3
3 Dunn, W. N. (2015). Public policy analysis: An integrated approach. Routledge 18Im. 10
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Modelprospektifdigunakan untuk menilai komitmen pemerintah dalam mendukung transisi
energi menuju targélet Zero EmissiofNZE). Dalam kajian ini analisis prospektif akan
berfokus pada kebijak&ebijakan strategis sebagai berikut

1. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga LRURT)LPLN 20242030.

Meninjau keselarasan antara potensi pendanaan rskfuiJust Energy Transition
PartnershigJETP) senilai USD 21,6 miliar dengan kebutuhan nasional untuk percepatan
transisi energi, sambil tetap mempertahankan keadilan sosial.

Sementara, Modedtrospektidigunakan untuk mengevaluasi regulasi yang telah diterapkan
guna memahami kendala, celah, dan potensi optimalisasi kebijakan. Kajian ini melibatkan
analisis terhadap:

UndangUndang dan Peraturan Pemerintah:

UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi UU.
PP 14/2012Jo PP 23/2014 tentang kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.
PP 25 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang energi dan sumbéretaya

Perpres 4/2016 dan Perpres 112/2022 terkait percepatan pembangunan infrastruktur
ketenagalistrikan dan pengembangan energi terbarukan.

o r w DN e

Peraturan Menteri:

1. PermerESDM No. 11/2021 tentang pelaksanaan usaha ketenagalistrikan.
PermerESDM N@/2024 tentang PLTS Atap yang terhubung dengan IUPTLU.

PermerBUMN No. 1/201& PermerESDM terkait pengendalian benturan kepentingan,
gratifikasi, dan tindak pidana korupsi.
4. Permen ESDM No. 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan.
(Permen Ini Menjadi Jangkar untuk Regulasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik)
Permen ESDM No. 2 Tahun 2024 tentang PLTS Atap yang Terhubung IUPTLU
Peraturan Menteri ESDM No. 46 Tahun t&0iténg Pedoman Penanganan Benturan
Kepentinganli Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
7. Permen ESDM No. 25 Tahun 2@htang Sistem Penanganan Pengaduan Internal
Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian ESDM
8. Permen ESDM No. 3 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Kementerian ESDM
9. Permen BUMN No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan
di Lingkungan Kementerian BUMN

o u

Dengan demikian kajian ini dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja
kebijakan publik di sektor energi (yang disederhanakan menjadi sektor ketenagalistrikan),
baik dari sisi komitmen masa depan maupun capaian kebijakan yang telah diterapkan,
khususnya dalam konteks penyediaan ketenagalistrikan berbasis energi terbarukan di
Indonesia.
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Teknik Pengumpulan Data

A. DeskResearch

Untuk pengumpulan datajilan ini menggunakd@esk Researamtuk mengumpulkan

data sekunder dari berbagai sumber. Andlsisk Researchni bertujuan untuk
mengidentifikasi pola dan celah yang dapat dimanfaatkan untuk praktik korupsi, serta
mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada. Beberapa sumber yang dirujuk dalam kajian
ini termasuk:

Dokumen RUPTLperaturan perundangndangan (UU dan Perpres), serti

L. kebijakan kebijakan sektoral lain terkait energi terbarukan.
Laporan Termasuk laporan pemerintah, PT. PLN (Persero), CSO dan
2. insEt)itusi lembaga pengkaji isu transisi energi baik nasional maupun
internasional, hingga laporan Sekretariat JETP Indonesia.
3 Kajian Artikel ilmiah dan jurnal yang membahas risiko korupsi dalar
* akademik transisi energi.
4 Media Berita investigasi dan laporan khusus tentang proyek energi

massa terbarukan.
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Focus Group DiscussifGD)

SelainDesk Researcpengumpulan data dalam kajian ini juga dilakukan nkelalig

Group DiscussiqirGD) untuk mendapatkan perspektif dari para pemangku kepentingan
utama. FGD digunakan sebagai sarana triangulasi untuk memperkuat haddestalisis
Researchsekaligus menghasilkan rekomendasi yang lebih relevan dan aplikatif untuk
para pemangku kepentingan dalam sektor ketenagalistrikan di Indonesia, meliputi:

PT PLN (Persero) mewakili sektor energi dan penyec

1 Pelaku ketenagalistrikan berbasis EBT, ydeqgat memberikan
" industri wawasan terkait proses pengadaan dan kendala di
lapangan.

Organisasi  Untuk mengeksplorasi dampak seskanomi dari risiko
2. masyarakat korupsi dalam pengadaan ketenagalistrikan berbasis
sipil (CSO)  serta merekomendasikan langkah mitigasi.

3 g‘;ﬁdearﬂsr' Untuk memvalidasi temuan dan analisis kebijakan da
' energi perspektif ilmiah.

Data yang diperoleh dari desk research dan FGD kemudian dianalisis secara sistematis
untuk memetaan risiko korupsinya dengan pendekatan CorRigkoAssessment

(CRA) untuk mengidentifikasi risiRisk ldentificationguna mengungkap potensi

risiko di setiap tahapan proyek, mulai dari perencanaan, pengadaan, hingga
implementasi. Lalu juga akan dilakukan penilaian riRiks# @Assessmentyakni
menyusun tingkat risiko berdasarkan celah regulasi, potensi kerugian negara, dan
dampaknya terhadap pencapaiamsisi energi. Jika proses tersebut telah dilalui maka
hasil analisa akan digunakan untuk mengusulkan mitRjig&i Mitigation dengan
merekomendasikan langkimgkah pencegahan. Dengan demikian, penelitian ini
diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang relevan untuk memperkuat tata
kelola transisi energi di Indonesia

[0
° o
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Bab 1.
Sekilas Transisi Energi di Indonésieantangannya

1.1. Transisi Energi di Indonesia

Pada tahun 2023, dunia mengalami tahun terpsgmag pernah tercatat, di mana
kemampuan alam untuk menyerap karbon berkurang secara signifikan. Ekosistem hutan yang
tersisa di bumi, yang berfungsi sebagai penyerap karbon utama, hampir tidak mampu lagi
menyerap emisi karbon akibat kekeringan panjangkdtah hutan, dan laju deforestasi

yang terus meningkat. Sementara di lautan, keberadaan alga dan zooplankton yang juga
berperan penting dalam penyerapan karbon juga terancam oleh pencairan gletser dan lapisan
es kutub yang semakin cepat belakangan inggsan ini memperburuk situasi krisis iklim,
karena ekosistem alami tidak mampu menyeimbangkan emisi karbon yang terus rheningkat
Suhu bumi tahun 2024 pun diprediksi akan mencetak rekor suhu terpanasnya. Tahun ini juga
diperkirakan akan menjadhun pertama bumi lebih panas 1,5 derajat Celcius dibanding era
praindustri®

Kondisi ini sangat relevan dengaiple Planetary Crisisang dihadapi dunia saat ini
perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hdgatpencemaran lingkungaketiga

krisis ini saling terkait dan memperburuk kemampuan alam untuk menyer&gikanisi

ketiga krisis ini tidak segera ditangani dengan serius melalui transisi energi bersih, maka
dunia akan semakin sulit mencapai target iklim global. Bagi Indonesia, kebutuhan akan
transisi energi semakin menguat seiring dengan tekanan global damalnasiok
mengurangi emisi karbon serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Komitmen transisi energi
ini menguat seiring terselenggaranya COP27 di Mesir. Dalam konferensi tersebut, Indonesia
menegaskan kembali komitmennya terhadap pencéjetidero Emissi¢NZE) pada 2060

atau lebih cepat dengan dukungan internasional. Deklarasi ini sejalan dengan upaya global
untuk mengatasi krisis iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK).

4 PatrickGr eenfield (2024) The Guardian. Trees and land
sink failing? Diakses melahttps://www.theguardian.com/environment/2024/oct/14/natoaebonsink
collapseglobatheatingmodelsemissionstargets evidenceaoe? CMP=greenlight email

5 Kate Abnett dan Alison Withers (2024), Reuters. 20
say. Diakses melalui https://www.reuters.com/business/environmenidibde worlds hottestrecord
euscientistssay-2024-11-07/

6 Fai sol Rahman (2022) PSLH UGM, Mengenal ; Triple PI
https://pslh.ugm.ac.id/mengenéiple-planetarycrisis/
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Pada COP27, banyak negara dan organisasi internasional menegaskan bahwa pendanaan
untuk proyelproyek berbasis energi terbarukan akan ditingkatkan. Kemudian dalam COP28,
133 negara juga telah berkomitmen untuk membangun pembangkétesgikerbarukan
(renewables3 kali lipat untuk menjaga kenaikan suhu b&rada gelaran COP29 di Baku,
delegasi Indonesia turut menyampaikan komitmen iklim terbaru untuk mengurangi emisi gas
rumah kaca dan NZE ditahun 28@&0nitmen terhadap NZE pada 2060 memberikan peluang
besar bagi Indonesia untuk mengakses berbagai skema investasi hijau tersebut, seperti yang
dicontohkan melaligkemadust Energy Transition Partners@ieTP) yang menawarkan
mekanisme pembiayaan inovatif untuk mempercepat transisi energi yang berkeadilan. Jika
Indonesia tidak segera mempercepat transisi energi, ada risiko kehilangan investasi
internasional yang krusial untuk membangun infrastruktur beesth dan terbarukan.

Skenario
Business
as Usual
. (BAU) 2030
Komitmen
Perélerintah @
Indonesia
Dukungan
Mé:nr:?sriugla(:n Pendanaan E
Internasional
Rumah Kaca SN0

Indonesia adalah

Penghasil Emisi

@ Indonesia adalah Gas Rumah Kaca
Eksportir Batubara dari Total Ekspor I&Eﬁ;?ﬂgﬁfﬁ;
E Terbesar di Dunia Batubara Global

+6,6%* 102,562 Gtco2+
. Emisi Gas Rumah Kaca
50|0 Juta Ton s (GRK) Indonesia 2021
Volume Ekspor Ibanding o i
Botubara 2023 Ekspor 2022 Carbon Brief2021
+IAEA 2023 (vear-on-year)
+ Katadata 2023

N Ly
% =/4\\ 114.598,55 GWh
=
Oversupply Listrik @ PLTGU

7 GW terjadi di Jawa-Bali Produksi 36.726,23 GWh

Oversupply N" Listrik
Listrik U Nasional PLTA

Nasional A 9.210,01 GWh

7 COP28 UAEIlobal Renewables dadergy Efficiency Pled@¥akses melalui
https://www.cop28.com/en/globaknewablesand energyefficiencypledge
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Indonesia sendiri telah berkomitmen menurunkan emisi karbonnya sebesar 29% pada 2030
atau 41% dengan dukungan internasional, seatianally Determined Contributigd®C)

dalam Paris AgreementUntuk mencapai target ini, transisi menuju energi bersih dan
terbarukan menjadi keniscayaan. Jika Indonesia tidak segera mempercepat transisi energi,
terdapat risiko perubahan iklim yang lebih ekstrem di masa depan dan potensi kehilangan
investasi interasional yang krusial untuk membangun infrastruktur enesih lokem
terbarukan.

Saat ini Indonesia memegang predikat sebagai salah satu negara produsen batubara terbesar
di dunia. Merujuk International Energy Agency (IEA) pada tahun 2023, Indonesia disebut
sebagai negara pengekspor batubara terbesar di dunia, dengan volume ek#aotoB00

atau 34,1% dari total pasokan ekspor global. Di mana volume ekspor batu bara global saat itu
mencapai 1,47 miliar ton, mengalami tren peningkatan sebesar 6,6% dibandyep022 (
onyearyoy)2 Selain itu, Indonesia juga dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat
emisi gas rumah kaca (GRK) terbesar di dunia, sebagian besar berasal dari sektor energi yang
masih bergantung pada bahan bakar fosil, terutama batu bara. Merujuk @atbaaBrief

yang dirilis pada tahun 2021, dikatakan bahwa Indonesia menempati urutan kelima sebagai
negara penghasil emisi karbon di dunia mencapai 102,562 GtCO2. Dengan kata lain,
Indonesia juga berperan dalam memperparah krisis lingkungaf global

Ancaman krisis lingkungan yanga dihadapi Indonesia turut diperparah dengan fenomena
kelebihan pasokan listribmer supplydi Indonesia yang tak kunjung selesai. Per tahun 2022
Indonesia mengalamver suppliistrik sebesar 7 GW di berbagai wilayah, terutama di Jawa

Bali dengan 57% kelebihan pasokan litrilenomenaoversupplyini bukan hanya
merupakan masalah teknis, tetapi juga berdampak serius pada efisiensi energi dan
keberlanjutan lingkungan. Jutaan ton batubara dibakar untuk menghasilkan listrik yang
sebenarnya tidak dibutuhkan, menciptakan emisi karbon yang signitikgoessdorosan

sumber daya alam. Kondisi ini juga terkonfirmasi oleh publikasi statistik PLN tahun 2023,
disebutkan bahwa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) mendominasi dengan produksi
114.598,55 GWh, jauh di atas jenis pembangkit lainnya, sepert{(88.T#H 23 GWh) dan

PLTA (9.210,01 GWh). Ketergantungan pada PLTU yang berbasis batubara menunjukkan
masih kuatnya peran energi fosil dalam pasokan listrik, sementara pembangkit dari energi
terbarukan seperti PLTS (Surya) dan PLTB (bayu/angin) masihkaominibusinya di
Indonesid*

8 Adi Ahdiat (2023) katadata.co.id. Indonesia Dominasi Ekspor Batu Bara Global pada 2023. Diakses melalui
https://databoks.katadata.co.id/perdagangan/statistik/9dead4a7105b6cbd/indafmsimasiekspor

batu-baraglobatpada 2023

9 AnnissaMutia (2022) Katadata.co.id. 10 Negara Penyumbang Emisi Karbon Terbesar di Dunia, Ada
Indonesia! Diakses meldatttips:/databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/4bb541bf4f615a5/10

negarapenyumbangmisikarbonterbesardi-duniaadaindonesia

10 Transparency International Indonésiaend Asigtc (2024) Bayandgayang JETP dalam Konflik Rantai
Pasok Energi Hijau Pulau Rempang. Diakses rh#fzduiti.or.id/wp content/uploads/2024/09/Bayang
BayangJE TRdalamKonflik RantaiPasokEnergiHijau PulauRempang.pdf

11 PT PLN (Persero) (2023) Buku Statistik PLN 2023. Diakses melalui
https://web.pln.co.id/statics/uploads/2024/08/Statistit N 2023 29.7.241.pdf
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Untuk mengatasiver supplyistrik dan ketergantungan pada energi fosil ini, Indonesia perlu
mempercepat transisi energi ke sumber terbarukan yang lebih ramah lingkungan, serta
memastikan bahwa kebijakan pengembangan pembangkit listrik sesuai dengan pertumbuhan
konsumesi listrik.

Jika Indonesia tidak segera melakukan transisi energi sesuai dengan target NZE 2060,
Indonesia akan menghadapi risiko ekonomi yang serius. Komitmen global terhadap
perubahan iklim, seperti yang dibahas d#&anferensi tahunan CQMNDCCCsemakin
menekan negamaegara untuk mempercepat penggunaan energi bersih.-Negara yang

tidak mampu memenuhi target transisi energi dengan segera akan menghadapi hambatan
untuk mendapatkan pendanaan internasional, baik untuk mitigasi perubatraauglim
pembangunan berkelanjutan. Keterbatasan akses ini bisa sangat merugikan Indonesia yang
sebenarnya telah berkomitmen menggalang investasi global untuk transisi energi bersih.

Komitmen ini ditegaskan selama helatan konferensi tingkat tinggi G20 di Bali pada medio
November 2022 lalu, selama Presidensi G20 Indonesia telah menempatkan isu perubahan
iklim dan transisi energi sebagai agenda utama. Salah satu pencapaian penfind320i K

ini adalah kesepakatan antara Indonesia dengan sejumlah negara maju seperti Amerika
Serikat, Inggris, Jepang, dan Uni Eropa serta lembaga atau perusahaan internasional lain yang
tergabung dalam GFANZ (Glasgow Financial Alliance for Net Zergkerelalpéendanaan

Just Energy Transition Partners@BTP) Melalui JETP, Indonesia berhasil mengamankan
pendanaan sebesar USD 21,6 miliar, yang terdiri dari campuran hibah, pinjaman (hutang), dan
investasi swast#

Namun, ada tantangan serius yang mengancam keberhasilan transisi ini. Jika Indonesia gagal
menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengurangi ketergantungan pada batubara, negara
ini berisiko kehilangan kepercayaan dari komunitas internasional. Korup#, konfl
kepentingan, dan minimnya transparansi dalam sektor energi fosil sering kali menjadi
penghalang utama bagi kemajuan transisi energi di Indonesia. Ketidakjelasan dalam
pengelolaan proyek energi serta kurangnya akuntabilitas dalam pemanfaatan dana
internaional di Indonesia berpotensi mengikis kepercayaan investor dan lembaga
pendanaan global. Hal ini tidak hanya akan berdampak pada keberlanjutan proyek transisi
energi, tetapi juga menimbulkan risiko bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa
mendatang.

usD 21,6 Miliar *
@ JETP Hibah, Pinjaman (hutang),
o st E > & Investasi Swadsta gntuk
0] ust tnergy E Transisi Energi di Indonesia.
GEANZ ngt?]i’g???p + Laporan TIl & TA, 2024

12 Transparency International Indonésiaend Asigtc (2024)Op. Cit. HIm-8
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1.2. KebijakarTransisi Energii Indonesia

Terlepas dari komitmen Pemerintah Indonesia yang sodkth terlihat dari forum
multilateral seperti Presidensi G20 2022, Pemerintah telah menargetkan pengembangan
energi baru dan terbarukan (EBT) di Rencana Usaha Penyediaan Tendgld Rigtik N

tahun 20212030. PLN menargetkan akan membangun pembangkit listrik EBT dengan
kapasitas 21 GW di tahun 203@Gelain dalanRUPT|Lpemerintah telah menargetkan 23%
bauran energi terbarukan dalam bauran energi nasional lewat Peraturan Pemerintah Nomor
79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN).

Merujuk dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Ri$RIH. PLN 20242030,
Indonesia memiliki rencana besar untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik sebesar
40.575 MW. Dari kapasitas ini, sekitar 51,6% atau 20.923 MW dialokasikan untuk pembangkit
listrik energi baru terbarukan (EBT), sementara sisadi@a,at8u 19.652 MW, berasal dari
pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Upaya ini diharapkan dapat mendukung target
bauran EBT di sektor pembangkitan listrik sebesar 23% pada tahun 202b|asejkata

awal menuju target jangka panjang di tahun 2050 yang mewajibkan kontribusi EBT minimal
31% dari keseluruhan bauran energi nasional.

Dalam rangka mendukung distribusi listrik nasiBlH?,T12021-2030 juga merencanakan
pembangunan infrastruktur yang meliputi jaringan transmisi sepanjang 47.723 kilometer,
pembangunan gardu induk sebesar 76.662 Megavolt, jaringan distribusi sepanjang 456.547
kilometer, dan gardu distribusi sebesar 31.095 Mighvoastruktur ini menjadi fondasi
pengembangan tenaga listrik di wilayah operasional PLN yang mencakup Sumatera, Jawa
MaduraBali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara.

Mengingat keterbatasan PLN dalam membangun seluruh pembangkit baru yang termaktub
dalamRUPTI2021-2030 ini secara mandiri maka sebagian proyek akan dilaksanakan oleh
Independent Power Produc@fRP). Pelimpahan ini terutama untuk kapasitas listrik yang
belum terikat kontrak dalam bente&wer Purchase Agreem¢RPA) yang mana akan
dialokasikan berdasarkan kuota merujuk pada potensi proyek yang tercantum maupun yang
belum tercantum dalam daftar poten&dPTI[2021-2030, dengan catatan bahwa rencana
proyek pembangkitan tersebut telah melalui verifikasi studi kelayakan oleh PLN.

216w+
@ S Pembangkit
berencana Energi Terbarukan

membangun @ hingga Tahun 2030
* RUPTL PLN 2021-2030

13 PLN(2021).Rencana Usaha Penyediaan Tenaga LRWIRT)LPT. PLN (Persero) 262030 Diakses
melaluihttps://web.pln.co.id/statics/uploads/2021/IRUPTE2021-2030.pdf Tabel 3.2 halaman IV

14 Indonesia. (2014peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi. Nasieess
melaluihttps://jdih.esdm.go.id/peraturan/PP%20N0.%2079%20Thn%202014 .pdf
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1.3. Target dan Proyeksi Bauran Energi Tahun 2025 dan 2050

Meskipun Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) yang cukup besar, tingkat
pemanfaatannya masih rendah. Data menunjukkan bahwa potensi pembangkit EBT seperti
panas bumi, tenaga air, angin, dan tenaga surya mencapai ribuan megawatt, namun kapasitas
terpasangnya masih jauh dari optimal.

Data Potensi Sumber Energi Terbarukan di InddRe$iaIPLN 20212030)

Kapasitas

No | Jenis Energi Potensi Terpasang Pemanfaatan

1 | Panas Bumi 29.544 MW  1.438,5 MW 4,900%
2 | Hydro 75.091 MW 4.826,7 MW 6,400%
3 | Minimicro Hydro 19.385 MW 197,4 MW 1,000%
4 | Bioenergi 32.654 MW 1.671,0 MW 5,100%
5 | Surya 207.898 MW 78,5 MW 0,040%
6 | Angin 60.647 MW 3,1 MW 0,010%
7 | Gelombang Laut 17.989 MW 0,3 MW 0,002%

Indonesia telah berkomitmen dalam forum internasional, termasuk pada KTT G20 dan COP21,
untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% padaBksinase as

Usual (BAU) tahun 2030, dan hingga 41% dengan dukungan pendanaan internasional.
Komitmen ini diperkuat deng@armerESDM No. 4/2020, pemerintah mengamanatkan PLN
untuk membeli listrik dari pembangkit listrik EBT melalui mekanisme pemilihan langsung, dan
mengoperasikan pembangkit EBT hingga 10 MW secara berkelanjutan. Langkah ini diambil
guna menekan emisi CO2 secarthap seiring pertumbuhan sektor energi listrik nasional.
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Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah menargetkan peningkatan bauran energi
terbarukan dalam pembangkit listrik nasional menjadi minimal 23% pada 2025. Sementara
itu, penggunaan batubara diupayakan mencapai sekitar 55%, gas sebesar 22%, dan BBM
kurangdari 0,4%. Hingga 2050, kontribusi EBT direncanakan terus meningkat hingga minimal
31%, dengan target peran minyak bumi menurun di bawah 20%, serta gas dan batubara
masingmasing di sekitar 24% dan 25%. Pencapaian target ambisius ini diharapkan dapat
dirah melalui penerapan skema investasi yang kompetitif dan penawaran harga listrik yang
menarik, sebagai langkah untuk menarik investor dalam mempercepat transisi menuju energi
bersih.

Dalam upaya mencapai target tersebut, PLN telah merencanakan tahapan pembangunan
pembangkit EBT dari tahun 2021 hingga 2030 dengan rincian yang meliputi PLTP, PLTA, PLT
Surya, PLT Bayu, dan berbagai jenis pembangkit EBT lainnya. Berikut adalah proyeksi
pergembangan kapasitas pembangkit EBT dari tahun 2021 hingga 2030:

Proyeksi Pengembangan Pembangkit EBT (Dalam MegéaRYLPLN 20212030)

PLT

Tahun PLTP PLTA PLTM | FLT  PLT  giomas  Total
Surya  Bayu /Sampah

2021 136|  400| 144 60 - 12| 752

2025 870| 2478|  189| 1631| 155| 221| 5544

2030 3.355| 9.272 1.118| 4.680 597 590| 20.923

Selain RUPTL2021-2030 yang diklaimRUPTLterhijau, pemerintah Indonesia turut
menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan
Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Perpres tersebut mewajibkan PLN untuk
menyusunRUPTLyang memprioritaskan pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik
yang bersumber dari energi terbarukan, peta jalan percepatan pengakhiran masa operasional
PLTY pensiun dini, mengatur harga pembelian tenaga listrik, mengatur mekanisme
pembelian tenaglistrik (penunjukan langsungrdpemilihan langsung), hingga dukungan
pemerintah dalam bentuk insentif fiskal dan nonfiskal. Selain itu, s terkait juga
diwajibkan untuk memberikan dukungan yang relevan dengan kewenangannya, misalkan
menteri di bidang agraria/pertanahan tia ruang diwajibkan untuk memberikan prioritas
pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan dalam perencanaan peruntukan tata
ruang nasional. Sedangkan itu menteri di bidang lingkungan hidup dan kehutanan diwajibkan
memberikan dukungan berupa kdehan perizinan di kawasan hufan.

15 Indonesia. (2022peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi
Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga LiBtiakses melalui
https://jdih.maritim.go.id/cfind/source/files/perpres/2022/perpresnor 112-tahun 2022. pdf
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Untuk mendorong akselerasi pembangunan pembangkit listrik EBT, Indonesia membentuk
kemitraan dengan International Partners Group (IPG) dan Glasgow Financial Alliance for Net
Zero (GFANZ) untuk memobilisasi pendanaan transisi energiukl&nergy Transition
PartnershigJETP). Kemitraan tersebut mengestimasi akan memobilisasi dana sebesar US$
21,6 miliar®

Kenaikan kontribusi energi terbarukan dalam bauran energi nasional masih sangat sedikit
dalam beberapa tahun terakhir. Dalam 5 tahun terakhir, bauran energi terbarukan hanya
meningkat 5%, dari 8% di 2018 menjadi 13% di tahurt’282Baupun demikian, sektor

energi terbarukan diproyeksikan akan terus berkembang di Indonesia. Kebijakan yang
mendukung penggunaan energi bersih terus bermunculan dan menjadi katalis negatif bagi
energi fosil. Di sisi lain, investasi di energi terbarldeemmaeningkat terus seiring dengan
naiknya permintaan terhadapnya yang kemudian menurunkan biaya pembangunan dan
operasional dibandingkan dengan energi fosil.

16 US Government. (2022pint Statement by the Government of the Republic of Indonesia (GOI) and the
Governments of Japan, the United States of America, Canada, Denmark, the European Union, the Federal
Republic of Germany, the French Republic, Norway, the Republic of halyratatitkingdom of Great
Britain and Northern I reland (t oDjpkseshmelaluit he ;I nternatio
https://iwww.whitehouse.gov/wgontent/uploads/2022/11/JoinStatement.pdf
17 |EEFA. (Mei 202#athways to Financial Sustainability for PLN through Renewable Energy Development

Diakses melaltittps://ieefa.org/sites/d efault/files/20285/20240513%20
%20Pathways%20to%20Financial%20Sustainability%20for%20PLN%20through%20Renewable%20Energy%

20Development.pdf
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1.4. Pentingnya Pengaturan AKibrupsi dalam Transisi Energi

Transisi energi dari energi kotor menuju sumber daya energi yang lebih bersih dan
berkelanjutan merupakan tantangan global yang dihadapi seluruh negara di dunia saat ini.
Peningkatan penggunaan energi terbarukan dalam sektor pembangkit tenaga listrik semakin
terlihat di berbagai negara, baik maju maupun berkembang. Kondisi ini mendorong
meningkatnya investasi dalam jumlah besar, yang memerlukan ekosistem regulasi yang lebih
baik. Namun, kebutuhan akan regulasi baru ini juga dapat menciptakaelablgtang
membuka peluang terjadinya risiko korupsi.

Ekosistem regulasi baru ini memang dibutuhkan sebagai jalur untuk mempercepat proses
transisi energi dengan memberikan prioritas pada penggunaan energi terbarukan dan
sekaligus membatasi/mengurangi penggunaan energi fosil. Dalam proses pembentukan
ekosisten itu akan melibatkan aktor dan tata aturan yang baru (mesti tidak juga menutup

terhadap aktor lama yang berubah peranteadaptasilari aturan lama). Proses ini tentu

akan mengundang harapan perbaikan namun juga membuka celah terjadinya
penyelewengatermasuk di dalamnya tindakan korupsi.

Korupsi merupakan hambatan yang signifikan terhadap pengembangan sistem energi
berkelanjutan karena melibatkan belanja pemerintah dan berpotensi menghasif€an rente.
Belanja pemerintah akan menjadi katalisator penting untuk mendorong pengembangan
energi terbarukan. Pemerintah akan menyediakan kebijakan, program dan insentif (termasuk
subsidi) sebagai langkah pembuka agar energi terbarukan bisa dipakai. Dengan adanya
belanja pemerintah ini diharapkan dapat menarik minat kalangan swasta untuk berinvestasi
dalam energi terbarukan.

Rente dalam energi tinggi karena sektor ini penuh dengan subsidi dari negara dan pengenaan
keistimewaan kepada pelakunya. Dua hal ini, dalam banyak hal diperlukan untuk mengungkit
energi terbarukan agar bisa bersaing dengan sektor energi fosil yanly dethei
mendapatkan keistimewaan tersebut. Tapi akhirnya, dua hal tersebut juga memberikan
keistimewaan tinggi kepada penerima manfaatnya dan sekaligus menaikkan daya tawarnya
dalam mempengaruhi kebijakan publik dalam sektor energi.

18 Kaunain Rahman, 2020. Overview of@aniiuption in the Renewable Energy Sector. U4 Helpdesk Answer.
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Ada beberapa hal yang menyebabkan sektor energi rentan terhadap tingginya risiko korupsi,
antara lain karena: 1) sektor energi merupakan sektor padat modal dengan daur bisnis yang
panjang, sehingga rentan terhadap konsolidasi kontrol di antara sejunilakt&ec
terutama regulator. Perencanaan jangka panjang dibutuhkan sehingga dibutuhkan stabilitas
regulasi yang akhirnya dapat mendorong pada penyelewengan kewenangan di sisi regulator
dan mengkooptasi negara dari sisi pelaku usaha; 2) sektor ini neraekica yang

memiliki tingkat koordinasi tinggi antara aktor publik dan swasta sehingga dapat
menimbulkan risiko korupsi dari sisi penawaran maupun permintaan; 3) sektor ini merupakan
sektor yang memiliki pengadaan publik dalam jumlah yang besar, samtaygterhadap
persekongkolan tender, penetapan harga, pembagian pasar, atau pertukaran informasi; 4)
Aktor yang terlibat dalam sektor energi tidak hanya aktor dalam negeri, namun melibatkan
aktor lintas negara.

Pengembangan energi terbarukan adalah sektor anyar yang padat modal, artinya sektor ini
mempunyai kebutuhan investasi yang sangat besar untuk membangun infrastruktur dan

menj al ankan proyek. Maka secara tidak | angsun
yang berputar pada proyek energi terbarukan kemungkinan lebih besar dari proyek energi
berbasis bahan bakar batu bara. Menurut Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA),

sistem energi rendah karbon di seluruh dunia diperkirakan akan membutuhkam investas
kumulatif lebih dari USD 110 triliun pada tahun 2050. Besarnya investasi ini menjadikan

sektor energi terbarukan cukup rentan terhadap risiko korupsi.

Konsentrasi modal yang tinggi pada sektor energi terbarukan tidak hanya menciptakan
peluang untuk inovasi dan akselerasi kemandirian energi suatu negeri, tetapi juga
memunculkan kebutuhan akan penetapan aturan baru (regulasi) untuk mengatur tata kelola

sek or anyar i ni . Sebagai il apangan bar u’ mi
transparansi dalam tata kelola energi terbarukan menciptakan celah yang berpotensi untuk
dieksploitasi oleh para politisi, pembuat regulasi, pengusaha dan pejabat tingdibaing ter

dalam penyusunan kebijakan energi terbarukan. Pada titik ini potensi untuk terjadinya
regulatory capturdan korupsi menjadi semakin tinggi.

Regulasi yang longgar memungkinkan terciptanya kondisi di mana praktik penyelewengan
kewenangan menjadi lebih mudah yang dapat mengakibatkan monopoli pasar, menghambat
inovasi, atau mengabaikan standar lingkungan dan sosial yang seharusnya diteragkan secar

ketat. Hal ini bahkan bisa berujung pada praktik korupsi yang melibatkan oknum pejabat

publik dan pihak swasta yang berkepentingan, baik dalam bentuk suap, nepotisme, maupun
pengabaian regulasi yang merugikan publik.

N~
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Untuk menekan risiko korupsi dalam sektor energi terbarukan, diperlukan penegakan aturan
antikorupsi yang kuat dan komprehensif. Urgensi ini semakin mendesak ketika melihat

bahwa investasi pada energi terbarukan yang cukup besar. Tanpa kerangka@tegasyan

dan mekanisme transparansi yang ketat, peluang terjadinya korupsi akan semakin besar.
Berikut beberapa alasan utama mengapa sektor ini memiliki kerentanan tinggi terhadap
korupsi:

1. Lemahnya Pengawas&ektor energi terbarukan membutuhkan investasi yang sangat
besar untuk infrastruktur dan teknologi. Aliran dana besar ini menjadi daya tarik tersendiri
bagi pelaku korupsi, baik di pemerintahan maupun sektor swasta. Dana besar sering kali
sulit diawasi sera transparan, terutama di negaegara dengan sistem pengawasan
keuangan yang lemah.

2. Kebutuhan Regulasi Batdnergi terbarukan merupakan sektor yang relatif baru di
banyak negara, termasuk Indonesia yang saat ini sedang mempersiapkan RUU EBT
(Energi Baru dan Energi Terbarukan). Akibatnya, regulasi yang mengatur sektor ini sering
kali belum matang atau lengkaphiegga ada celah bagi pengambil keputusan untuk
mengeluarkan regulasi yang menguntungkan kepentingan pribadinya maupun
kelompoknya.

3. Rawan Manipulasi Tendealam sektor energi terbarukan, terutama proyek besar seperti
pembangkit listrik tenaga surya atau angin, proses pengadaan bisa sangat rumit dan
tidak transparan. Pengadaan yang tidak transparan membuka peluang bagi oknum untuk
memanipulasi proses tendaremberikan kontrak kepada perusahaan tertentu melalui
praktik suap, dan mengabaikan pesaing yang lebih berintegritas.
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Pengalaman Meksiko dan Kenya ddamgembangan Energi Terbarukan

Contoh nyata dari tantangan ini dapat dilihat di Meksiko dan Kenya, di mana upaya
mengidentifikasi dan menangani risiko korupsi menjadi langkah krusial dalam menjaga
keberhasilan proygkroyek energi terbarukan mereka.

Di Meksikg negara ini memiliki potensi besar untuk pengembangan terutama di wilayah
Tehuantepec, Oaxaca, yang terkenal dengan angin kencang yang konsisten. Potensi ini
menarik investasi besar dalam proyek pembangkitan listrik energi angin. Namun, sebagian
besar prgek tersebut sering kali berbenturan dengan kepentingan masyarakat adat, terutama
dalam hal kepemilikan tanah dan proses perizinan. Kondisi ini menciptakan peluang
terjadinya konflik kepentingan dan korupsi, terutama terkait hak atas tanahsparansi

dalam penerbitan izin proyek. Akibatnya, korupsi tidak hanya menimbulkan dampak finansial
tetapi juga memicu ketegangan sosial yang merugikan masyarakat setempat dan
melemahkan dukungan publik terhadap energi terbarukan.

Sementara itikenyaelah berkembang menjadi pemimpin dalam industri listrik energi surya,
terutama dengan pengembangarinigrid dan off-grid di daerakbdaerah terpencil.
Dukungan finansial yang besar dari donor dan lembaga internasional menjadi tulang
punggung pertumbuhan sektor ini. Namun, aliran dana yang besar dan dukungan kuat dari
pihak eksternal juga menciptakan peluang bagi penyalahglareamlan alokasi proyek

yang tidak transparan.

Di kedua negara, kerangka regulasi yang ada seringkali tidak memadai atau tidak diterapkan
dengan optimal, yang memperbesar peluang terjadinya praktik korupsi di sektor energi
terbarukan. Di Meksiko, misalnya, konsentrasi kekuasaan yang besar padamegatato

seperti Komisi Federal Listrkomision Federal de Electricidd@FE menciptakan celah

bagi praktikpraktik korupsi. Kewenangan CFE yang luas, dari perizinan hingga pengaturan
operasional, memudahkan terjadinya konflik kepentingan dan katapsipglaksanaan

proyek energi terbarukan. Di Kenya, situasi yang mirip juga terjadbhdmatamegulator

utama memiliki wewenang yang besar dalam proses perizinan dan pengaturan, yang
membuka peluang bagi kolusi antara sektor publik dan swasta sefteititasn praktik
penyuapan demi kelancaran pregeiyek tertentu.

Selain itu, kurangnya transparansi dalam proses pengadaan dan terbatasnya persaingan di
sektor ini memperumit upaya menjaga integritas prysiek energi terbarukan. Proses
pengadaan yang tidak transparan sering kali membuka peluang bagi perusahaan yang
bersedia menyuap atau berkolusi dengan pejabat untuk memenangkan proyek. Kondisi ini
menambah risiko membengkaknya biaya proyek dan memperbesar kemungkinan terjadinya
penyelewengan dana yang merugikan negara, investor, dan masyarakat.
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Dampak dari praktik korupsi ini tidak hanya dirasakan dseak finansial, tetapi juga oleh
masyarakat lokal, khususnya masyarakat adat yang tinggal di-willayalh yang sering
menjadi lokasi proyek. Di Meksiko, misalnya, masyarakat adat di Oaxaca kerap mengalami
dampak langsung dari pembangunan proyek pekibbstgk energi angin tanpa mendapat
perlindungan yang memadai. Pregasyek sejenis ini terkadang melewati proses penilaian
dampak sosial dan lingkungan yang manipulatif atau tidak menyeluruh, yang pada akhirnya
mengabaikan kepentingan dan hak makgasetempat. Hal yang sama terjadi di Kenya, di
mana masyarakat yang tinggal di daerah terpencil sering harus terpinggirkan karena
tanahnya dijadikan lokasi proyek pembangkitan listrik energi surya tanpa adanya jaminan
bahwa hak dan kebutuhan mereka bbeaar dipertimbangkan. Praktik korupsi dalam
penilaian dampak sosial dan lingkungan ini semakin melemahkan kepercayaan publik
terhadap komitmen pemerintah untuk mendorong transisi energi yang berkelanjutan.

Dari uraian di atas, energi terbarukan dianggap sebagai solusi yang berkelanjutan untuk
memitigasi dampak perubahan iklim dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

Namun, sektor ini tidak terlepas dari tantangan korupsi yang berdampak negasifyaak

bagi negara dan investor, tetapi juga pada kepercayaan publik serta keberhasilan upaya
pembangunan berkelanjutan. Korupsi yang terjadi dalam sektor energi terbarukan dapat
mengakibatkan biaya proyek yang meningkat drastis, kegagalan dalam pelgitege&a

dan bahkan penurunan kualitas hidup masyarakat lokal yang terdampak. Jikprpkaktik

korupsi ini tidak diatasi, maka energi terbarukan tidak akan mencapai potensinya sebagai
bagian penting dari transisi menuju energi yang bersih, adérkielajutan.
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Bab2.
Regulasi untuk Penyediaan Tenaga Listrik

2.1 Regulasi yanlylengatur Mengenai Penyediaan Tenaga Listrik

Regulasi memiliki perdmusial dalam memastikan tata kelola penyediaan tenaga listrik
berjalan transparan dan akuntabel. Dalam konteks Indonesia, regulasi tidak hanya menjadi
pedoman teknis untuk proses perizinan pembangkitan tenaga listrik, tetapi juga menjadi
fondasi penting alam mencegah potensi korupsi yang dapat mengganggu efisiensi dan
keadilan dalam sektor ketenagalistrikan.

Regulasi yang ditelaah dalam bab ini terdiri dari regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah
pusat dan regulasi di internal PLN. Fokus dari penelaahan regulasinya adalah keterkaitannya
dengan proses perizinan dalam penyediaan tenaga listrik terutamarppgmifbangkitan

tenaga listrik. Selain soal perizingvjewatas regulasi ini dilakukan juga untuk regulasi

yang memayungi pencegahan korupsi dalam proses penyediaan tenaga listrik.

SSN8S
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A.

28

UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Undangundang ini menjadi dasar hukum dalam pengelolaan sektor ketenagalistrikan di
Indonesia, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai perencanaan, pembangunan,
dan pengoperasian pembangkit listrik. Dalam UU ini diatur mengenai usaha penyediaan
tenaga lisrik yang terdiri dari pembangkitan listrik, transmisi, distribusi, dan penjualan
tenaga listrik kepada konsumen.

Pembangkitan listrik sendiri didefinisikan sebagai kegiatan memproduksi tenaga listrik
yang tujuannya untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri
(dipergunakan untuk sendiri dan tidak diperjualbelikan). Kegiatan penyediaan
pembangkitan listrikuntuk kepentingan umum harus mengikuti rencana umum
ketenagalistrikan nasional (RUKN) dan daerah (RUKD) serta rencana usaha penyediaan
tenaga listrikRUPT)

Pihak yang bisa melaksanakan pengadaan pembangkitan listrik untuk kepentingan
umum adalah BUMN, BUMD, badan usaha swasta, koperasi dan swadaya masyarakat.
Prioritas diberikan kepada BUMN (dalam hal ini PLN) untuk menjadi pihak pertama
dalam pembangkitanstiiik di Indonesia. Sementara jika dimaksudkan untuk
kepentingan sendiri, maka pihak yang bisa terlibat adalah instansi penReintkh,

BUMN, BUMD, kalangan swasta, koperasi, perseorangan dan lembaga/badan usaha
lainnya.

Semua pihak yang melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik (termasuk
pembangkitan listrik) wajib memiliki izin usaha penyediaan listrik untuk kepentingan
umum dan untuk kepentingan sendiri. Kedua izin ini dikeluarkan oleh pemerintah pusat
dan pemerintatiaerah sesuai dengan kewenangannya.

Undangundang ini tidak mengatur lebih dalam soal pengadaan pembangkitan listrik
seperti siapa yang menyelenggarakan, apa maksud dan tujuannya, skema
pelaksanaannya, pihak yang bisa terlibat atau dilibatkan dan lain sebagainya.

Menariknya UU ini mengatur soal penggunaan tanah (termasuk tanah ulayat), salah satu
aspek yang penting dalam pembangkitan listrik. Pihak yang memegang izin
usaha/operasi wajib memberikan ganti rugi atau kompensasi pada pihak pemegang hak
atas tanah ataudmgunan atau tanaman sesuai dengan perundangan yang berlaku.
Sebaliknya, pemegang izin tidak diperbolehkan membayar ganti rugi atau kompensasi
bagi pihak yang secara sengaja membangun bangunan atau tanaman di atas lahan yang
sudah ada izin lokasi dan sudaéndapatkan ganti rugi.
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B. UUNo0.6 Tahun 2023 tentarfjenetapafPERPPWao. 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undabgdang

UU nomor 6 tahun 2023 (UUCK) mengubah beberapa ketentuan dalam UU 30/2009 di
atas. Secara umum, UUCK vyang terkait dengan ketenagalistrikan ini memberikan
wewenang lebih besar kepada pemerintah pusat dalam pengaturan dan pengawasan
sektor ketenagalistrikanSalah satunya ada dalam ketentuan yang mengatur
kewenangan pemerintahan dengan pemerintah daerah. WRlanygadapatmenjadi
penyelenggara penyediaan tenaga listrik atau-sama bisa mengeluarkan izin,
melaksanakan kewenangan otonomi daerahnya, rsemuia aturan mainnya (norma,
standar, prosedur dan kriteria atau NSPK) dibuat oleh pemerintah pusat. Pemerintah
pusat juga berwenang menyusun dan menetapkan rencana umum ketenagalistrikan
nasional tanpa harus berkonsultasi dengan DPR. Ketentuan bediahsndtan DPR
sebelumnya diatur dalam UU 30/2009.

Dalam hal pengaturan mengenai usaha penyediaan tenaga listrik, UUCK juga
mengubah beberapa ketentuan di dalam UU 30/2009, antara lain soal:

1. Dihapuskannya jenis izin operasi yang duldilmgaikan untuk penyediaan
tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. UUCK menggantinya dengan
IUPTLS (Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan Sendiri).

2. Pemberian izin usaha untuk tingkat daerah berhenti di tingkat gubernur.
Bupati dan walikota tidak lagi memiliki kewenangan dalam usaha
penyediaan tenaga listrik.

3. Penegasan mengenai kewajiban bagi para pihak yang memegang IUPTL
(baik untuk kepentingan umum ataupun sendiri) untuk mengutamakan
produk dan potensi dalam negeri.

4. Pengaturan lebih jelas dalam soal penetapan wilayah usaha

Pengaturan lebih jeldalamsoal usaha penyediaan tenaga listrik untuk
kepentingan sendiri.
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PPNo014 Tahur2012jo PPNo0.23 Tahur2014 tentand<egiatan Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik

Kedua PP inhengatur lebih lanjut soal pengadaan pembangkitan tenaga listrik yang
aturan umumnya sudah ada di dalam UU Ketenagalistrikan. Untuk pengadaan
pembangkitan listrik ini dibagi dalam dua skema besar: untuk kepentingan umum dan
untuk kepentingan sendiri. Unképentingan umum, bentuk perizinannya berupa izin
usaha penyediaan tenaga listrik (IUPTL), sedangkan untuk kepentingan sendiri, bentuk
perizinannya adalah izin operasi (diganti dengan IUPTLS menurut UUCK).

Pihak yang ingin membangun pembangkit listrik untuk kepentingan umum harus terlebih
dahulu mendapatkan izin usaha penyediaan tenaga listrik (IUPTL). Jangka waktu IUPTL
ini adalah 30 tahun dan bisa diperpanjang tanpa ada batasan. Untuk izin operasi, jangka
waktunya 10 tahun dan dapat diperpanjang.

Izin tersebut diberikan oleh menteri, gubernur sesuai dengan kewenangannya dan
pemohon |IUPTL/izin operasi harus memenuhi persyaratan administratif, teknis dan
lingkungan.

Khusus untuk pemohon IUPTL pembangkitan listrik untuk kepentingan umum, ada
syarat tambahan teknis yaitu harus dilengkapi dengan perjanjian jual beli listrik antara
pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik (umumnya adalah PLN). Dan jika
usahanya dilak@ak secara terintegrasi (contohnya adalah usaha pembangkitan listrik,
transmisi, distribusi dan penjualan listrik dilakukan dalam satu kesatuan usaha), maka
permohonannya harus dilengkapi dengan penetapan wilayah usaha yang ditetapkan
oleh menteri dan dokemRUPTL

Sedangkan bagi yang punya IUBTika pembangkit listriknya menghasilkan kelebihan
listrik, maka untuk menjual kepada pemegang IUPTL atau masyarakat harus memenuhi
dua persyaratan: wilayah tersebut belum terjangkau oleh pemegang IUPTL dan
mendapatkan persetujuan dari pemberi izin (menteri, gubernur).

Menteri berwenang memberikan IUPTL bagi badan usaha yang wilayah usahanya lintas
provinsi, berbentuk BUMN dan ada penjualan listrik atau penyewaan jaringan listrik pada
pemegang IUPTL yang dikeluarkan oleh menteri dan memegang wilayah usaha yang
kegiatan pnyediaan listriknya bersifat terintegrasi. Gubernur di sisi lain berwenang
memberikan izin pada badan usaha yang wilayah kerjanya dalam satu provinsi, yang
menjual listrik atau menyewakan jaringan listrik pada pemegang IUPTL yang dikeluarkan
oleh gubernudan punya wilayah usaha namun tidak termasuk usaha pembangkitan
tenaga listrik.

IUPTL diberikan bersamaan dengan pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga
listrik RUPT)Ldan pelaksanaan kegiatannya mengikuti apa yang ada di dalam rencana
usaha tersebut. Perubahan di dalam rencana usaha akan mempengaruhi kerja
pemegang IUPTL. Rencana usaha ini dievaluasi secara berkala oleh pemegang IUPTL.
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Pada bagian ini ada klausula yang menarik dicermati. Klausula itu menyebutkan bahwa
pember.i |l UPTL (menteri, gubernur) dalam ;
tahunan tersebut dapat memerintahkan pemegang IUPTL mengubah rencana usaha dan
pemegangUPTL wajib memenuhi perintah tersebut (Pasal 17). Perubahan dalam
rencana usaha ini disampaikan kepada pemberi IUPTL. Di dalam bagian penjelasan PP

i ni di sebutkan bahwa yang di maksud deng:
perubahan kebijakan ketgmadistrikan.

Terbit pernyataan dari dari klausula itu. Pertama, tentu saja bisa dipahami jika
perubahan kebijakan akan berpengaruh pada rencana usaha dan kerja dari pemegang
IUPTL.Namunkarena evaluasi ini dilakukan tiap tahun, dan sementara penyediaan
pembangkitan listrik memerlukan perencanaan dan pelaksanaan berdimensi jangka
panjang, perubahan kebijakan yang tanpa ada kriteria dan patokan ini tentu akan
menyulitkan pemegang IUPTL darembuka celah intervensi pada kebijakan
ketenagalistrikan.

Kedua, perubahan kebijakan ketenagalistrikan ini ternyata adalah salah satu dari yang
di sebut sebagai c hal tertentu’ tersebut .
; hal tertentu’”? Tidak ada penjel agaannya
seperti karet ini tentu tidak hanya akan menurunkan minat investasi dalam
pembangkitan listrik tetapi juga membuka pintu lebar pada diskresi pemberi [IUPTL yang
bisa memberikan dampak buruk atau, sebaliknya, dampak baik tergantung pada korelasi
antara peberi dan penerima IUPTL.

Satu hal yang aneh dalam IUPTL untuk pembangkitan tenaga listrik ini adalah tidak ada
penjelasan skema untuk dapat terlibat dalam proyek pembangunan pembangkit listrik.
Skema yang ada hanya berupa permohonan kepada pemerintah dan pemerintah daerah.

Skema pelelangan umum, pemilihan langsung dan penunjukan langsung yang diatur
dalam PP ini hanya untuk urusan pembelian tenaga listrik atau penyewaan jaringan
listrik. Skema pemilihan langsung berupa pemilihan dengan membandingkan paling
sedikit dua penawan, sementara yang dimaksud penunjukan langsung adalah
menunjuk langsung satu penyedia tenaga listrik. Tema pembelian tenaga listrik dan
penyewaan jaringan listrik tidak ditelaah dalam penulisan ini, namun punya hubungan
erat dengan penyediaan pembangKitdrik.

Klausula untuk pembelian tenaga listrik dan penyewaan jaringan tenaga listrik juga
mengandung beberapa ketentuan yang membuka luas diskresi pemberi izin. Dalam
kondisi tertentu pengadaan pembelian tenaga listrik bisa berubah dari pelelangan
menjadi pemildn langsung (dalam rangka diversifikasi dari energi fosil ke energi
terbarukan) dan penunjukan langsung (pembangkit listrik dari energi terbarukan, gas
marjinal, batubara mulut tambang dan energi setempat lainnya; kelebihan tenaga listrik;
kondisi krisis dri penyedia tenaga listrik setempat; dan penambahan kapasitas
pembangkitan listrik dari lokasi yang sama).
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PPNo0.25 Tahur2021 tentang Penyelenggaraan Bidang E&e8gimber Daya
Mineral

PP ini merupakan peraturan pelaksana dari UUCK. Selain itu di dalammgagjatyst
hal yang diatur di dalam PP 14/2012 jo PP 23/2014, sehingga aturan di dalam dua PP
ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP 25/2021.

Salah satu hal yang diperjelas dalam PP ini adalah soal penetapan wilayah usaha dan
aturan yang lebih lengkap tentang IUPTL untuk kepentingan sendiri. Wilayah usaha
merupakan wilayah yang ditetapkan Pemerintah Pusat sebagai tempat badan usaha
melakukan disibusi dan/atau penjualan tenaga listrik. Wilayah usaha ini berbeda
dengan wilayah administrasi pemerintahan dan di dalam satu wilayah usaha hanya ada
satu badan usaha. Penetapan wilayah usaha ini dilakukan oleh Menteri dengan
memperhatikan rekomendasbgtnur.

Badan usaha atau instansi pemerintah yang wajib memiliki Wilayah Usaha adalah badan
usaha yang kegiatan penyediaan tenaga listriknya dilakukan secara terintegrasi (usaha
pembangkitan tenaga listrik, distribusi, transmisi dan usaha penjualan tenaga listrik
dalam satu kesatuan usaha) dan badan usaha penyediaan tenaga listrik untuk jenis
usaha distribusi dan penjualan tenaga listrik.

Badan usaha yang tertarik dalam penyediaan tenaga listrik harus mendapatkan wilayah
usahanya terlebih dahulu sebelum permohonan mendapatkan IUPTL. Jika penetapan
wilayah usahanya bisa didapatkan namun Hddltidak didapatkan, bisa menjadi
alasan dicabutya wilayah usaha. Selain itu wilayah usaha dengan sendirinya akan
berakhir jika ternyata IURMa berakhir, tidak diperpanjang atau dicabut.

Di dalam PP ini aturan soal IUPTL untuk kepentingan sendiri (IUPTLS) diatur dengan
lebih jelas. IUPTLS hanya bisa diberikan kepada pemohon yang jenis usahanya berupa
pembangkit listrik, distribusi dan transmisi listrik atau kombinasi dari ketiga jemis usah
tersebut dan tidak bisa diberikan kepada pemohon yang jenis usahanya berupa
penjualan tenaga listrik. Namun pemegang IUPTLS bisa menjual kelebihan tenaga
listriknya kepada PLN dengan skextess power

IUPTLS diterbitkan oleh menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
Gubernur berwenang menerbitkan IUPTLS jika pemohonnya memiliki fasilitas dalam
satu provinsi, berada di wilayah s/d 12 mil laut dan kapasitas pembangkitnya s/d 10
MW. Menteri di gidain akan menerbitkan IUPTLS bagi pemohon yang fasilitas
instalasinya melewati dua provinsi atau lebih, berada di atas 12 mil laut, dengan
kapasitas pembangkit di atas 10 MW serta terkoneksi dengan usaha minyak dan gas.
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E. Perpres ahurn2016 tentang percepatan pembangunan infrastruktur
ketenagalistrikan dan perubahannya (Perpres 14/2017)

Perpres ini lahir diterbitkan pada 6 Januari 2016 dengan maksud untuk memperlancar
proyek pengadaan pembangkit listrik sebesar 35000 MW dan 46.000 KM transmisi
listrik. Perpres ini diubah dengan Perpres 14 Tahun 2017. Di dalam Perpres tersebut
mengandungmengandung berbagai keistimewaan dan juga pengecualian bagi
kelancaran Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan atau PIK. PIK ini termasuk di
dalamnya adalah proses perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan dalam rangka
pembangkitan tenaga listrik, transintenaga listrik, distribusi tenaga listrik, gardu
induk, dan sarana pendukung lainnya.

Di dalam perpres ini, Pemerintah pusat menugaskan kepada PLN untuk
menyelenggarakan PIK. Ketentuan ini menjadi aturan khusus yang mengatur mengenai
pihak yang menyelenggarakan PIK (dengan asumsi bahwa sebelum ada perpres ini,
pengadaan pembangkitan bisaldikan oleh pemerintah pusat (dalam hal ini kemen
ESDM) atau juga pemerintah daerah. PT PLN menjadiatsgiya jalan bagi
pengadaan pembangkitan listrik. Tentu saja PT PLN bisa melakukannya sendiri
(Swakelola) atau kerja sama penyediaan listrik demgdn usaha PT PLN atau
Pengembang Pembangkit Listrik (PRHgpendent Power Produc@iP) PPL ini

antara lain BUMD, koperasi dan kalangan swasta.

Karenadimaksudkan untuk percepatan penyelenggaraan PIK, Perpres ini mengatur
berbagai kemudahan bagi PT PLN, anak usaha PT PLN dan PPL. Beberapa ketentuan
keistimewaan ini perlu diperhatikan dengan lebih seksama karena memberikan
keleluasaan diskresi dan/ataunpnpangan atas regulagéng berlaku. Beberapa
keistimewaan itu antara lain:

1. Pemberian jaminan pemerintah pada semua proyek PIK, baik swakelola (PT PLN
sendiri) atau kerja sama dengan pihak lain.

2. Penyimpangan pada penataan ruang. Ketentuan ini memberikan kekuatan bagi
pengembang pembangkitan listrik yang ternyata lokasinya tidak sesuai dengan
RTRW, RDTR atau RZWP3K. Bukan lokasinya yang dipindah, tetapi dilakukan revisi
atas RTRW, RTDR, RZWP3K,lakmsi pembangunan sesuai dengan penataan
ruang. Atau jika lokasinya berada di dalam kawasan hutan, maka bisa tetap jalan
dengan menempatkan lokasi itu sebagai selidglaiing zoneyang nantinya
masuk dalam perubahan kawasan hutan.

3. Percepatan Perizinan dan Nonperizinan. Misalnya dalam soal izin lokasi.
keistimewaan itu antara lain: (1) Jika PLN atau PPL sudah dapat hak atas tanah
atau izin pinjam pakai kawasan hutan, maka izin lokasi tidak diperlukan; (2) Jika
lokasi pembangunan bdeapada banyak lokasi di dalam satu kabupaten atau
lintas kabupaten atau lintas provinsi, namun masih dalam satu rangkaian PIK maka
izin lokasinya hanya satu. Selain itu ada percepatan waktu dikeluarkannya
izin/nonperizinan dari tenggat yang biasa.
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4. Penyediaan energi primer. Misalnya, jika pembangkit listriknya bersumber dari
pemanfaatan energi terbarukan berupa air, angin, dan panas (panas bumi), atau
transmisi melewatinya maka bisa dilaksanakan di Kawasan Suaka Alam dan
Kawasan Pelestarian Alam (yamsanya tertutup untuk kegiatan pembangunan)

5. Penyediaan tanah. Misalnya dalam penyediaan tanah kurang atau sama dengan
lima hektar lalu besaran ganti ruginya tidak disepakati oleh pemilik tanah, maka
PLN, PPL bisa menetapkan sendiri besaran ganti ruginya. Soal lain yang juga
penting dalam penyedia@mmah ini adalah ketika tanah yang akan dijadikan proyek
berada di dalam kawasan hutan, namun berada dalam penguasaan masyarakat,
maka penyelesaiannya cukup drastis yang punya potensi pada penyelewengan
kewenangan negara atau pelanggaran aklyadenganketerangan dari BPN
(setelah konsultasi dengan KLHK) yang menegaskan apakah masyarakat tersebut
punya hak atas tanah atau tidak (akan sulit menilai ini sebenarnya karena mayoritas
masyarakat di dalam kawasan hutan tidak memiliki keterangan penguasaan tanah
secara tertulis atau sertifikat; dan jika itu hak ulayat atau lahan yang dikuasai
bersama oleh masyarakat adat, lebih sulit lagi dibuktikan di hadapan peraturan
pertanahan Indonesia yang kurang condong dalam melindungi tanah ulayat atau
tanah individualang tidak ada sertifikatnya). Jika keterangan BPN, masyarakat itu
tidak punya hal atas tanah, maka PLN atau PPL hanya mengurus izin pinjam pakai
kawasan hutan. Nasib masyarakat sendiri ditentukan dengan penyelesaian teknis
yang dalanmPermerESDM No 33/2016 adalah berupa pemberian sejumlah uang
kepada masyarakat alias diberikan ganti rugi dan masyarakatnya harus pindah.
Masyarakat yang sepakat atau tidak sepakat dengan ganti rugi harus menyerahkan
tanahnya kepada PLN atau PBédanya adalah untuk masyarakat yang tidak
setuju, uang ganti ruginya diambil di Pengadilan Negeri dimana uangnya sudah
dititipkan oleh PLN atau PPL.

6. Penyelesaian hambatan dan permasalahan. Dalam bagian ini banyak berhubungan
dengan diskresiyang cukup luas dari pejabat negara dan PLN dalam menyelesaikan
hambatan dan penyelesaian dalam melaksanakan proyek PIK. Misalnya saja jika
belum ada peraturan atadak jelas mengatur kewenangan, maka pejabat negara
(Menteri, kepala lembaga, pemda) berwenang melakukan keputusan atau tindakan
(diskresi) asalkan sesuai dengan asses umum pemerintahan yang baik.

7. Penyelesaian permasalahan hukum. Keistimewaannya dalam bentuk, antara lain,
jika ada laporan dari masyarakat terkait dengan kegiatan PIK, maka Polri dan
Kejaksaan Agung mendahulukan penyelesaian proses administrasi dan bahkan
melaporkan materi aduan tersebut kepada Menteri ESDM d&uUMMN Ini
merupakan cikal bakal dari ketentuan serupa yang ada di dalam UUCK dimana
penyelesaian hukum didahulukan pesg&a adminsitrasi dulu sebelum masuk
ke ranah perdata atau pidana. Polri dan Kejagung melaporkan materi
aduan/laporan dari masyarakat terkait dengan PIK kepada39®édn dan Men
BUMN mungkin dimaksudkan agar ; potensi mas:¢
diselesaikan terlebih dahulu sebelum muncul menjadi masalah atau melebar ke
bagian yang lain.
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Catatan penting dari Perpres 4/2016 ini adalah pihak yang menugaskan PLN untuk
melaksanakan PIK adalah pemerintah pusat. Padahal tugas penyelenggaraan
penyediaan tenaga listrik adalah juga menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Mengingat listrik adalah bagapublik yang penting dan menyangkut hajat hidup orang
banyak yang harus dikuasai oleh negara. Pemerintah menjadi pelaksana dari
penguasaan itu dengan melaksanakan penyediaan tenaga listrik, yang kemudian bisa
menugaskan pihak lain untuk melaksanakann@wannya. Dengan Perpres 4/2016

ini terlihat bahwRemdaidak menugaskan PLN dalam mempercepat proses pengadaan

PIK. Atau dalam bahasa yang lebih IUgasmdamasih memiliki kewenangan dalam
menyelenggarakan pengadaan infrastruktur kelistrikan secara sendiri.

[
L a— ‘/
Z -
jﬂ—
’//'lI 7/
\ - N/ {
\ '\ )
\\ N /
\\‘-\
N\ / ‘
il PF
| &4\
|| | [ |
[ | N ) )
|. ! | 25 f A\
I ¥ | |
|
r‘ ‘ | /s il £ __
| 4 12 ..
/ [ | ‘ I &‘ } /
| | 2 1
‘ S\ & ‘ N 3 :
= R ' S
"o B == I‘ - » =
I e S
< LR el =g b}
x - bﬁr" -
b = S,
=21 s == B = v <
o 5 0 <
ed o A0 )



Corruption Risk AssessméBRA) Pemetaan Risiko Korupsi dalam Penyediaan Ketenag@estii&aid=nergi Terbarukan

36

PerpresNo.112 Tahun 2022 tentarRercepatan Pengembangan Energi
Terbarukan untuRenyediaan Tenaga Listrik

Perpres ini tidak mengatur soal perizinan dalam usaha penyediaan tenaga listrik, namun
memberikan perintah pemaksimalan penggunaan pembangkit yang menggunakan
energi terbarukan, dengan salah satunya mengatur soal pengutamaan pembelian tenaga
listrik yang brsumber dari energi terbarukan. Perintah ini berjenis positif (dorongan) dan
negatif (larangan/pengurangan).

Perintah yang sifatnya positif berupa prioritas penggunaan energi terbarukan. Perintah
ini utamanya ditujukan kepada PLN agar dalam penyuRuHERLMemperhatikan
pengembangan energi terbarukan dan keekonomian pembangkit energi terbarukan.
Tidak hanya dalam proses penyusuRBPTL ketika diimplementasikan, PLN harus
mengutamakan pembelian tenaga listrik dari pembangkit energi terbarukan,
memprioritaskan operasional pembangkit energi terbarukan serta mengembangkan
pembangkit energi terbarukan.

Perintah yang sifatnya negatif adalah percepatan pengakhiran masa operasional PLTU
dan larangan pembangunan PLTU baru (kecuali PLTU yang sudah a&JBalam
sebelum Perpres berlaku serta PLTU yang memenuhi syarat berupa terintegrasi dengan
kawasan industri atau PENTUCaptive punya komitmen pengurangan emisi GRK dan
beroperasi paling lama sampai 2050).

Sebagai stimulus untuk pengembangan pembangkit energi terbarukan, Perpres ini
mengatur mengenai insentif fiskaln fiskal serta penetapan harga pembelian listrik

oleh PLN serta mekanisme pembeliannya. Penentuan harganya didasarkan pada harga
patokan tertiggi atau harga kesepakatan, dengan atau tanpa memperhitungkan faktor
lokasi. Tiap jenis pembangkit yang dimiliki oleh PPL atau pemerintah dibedakan harga
pembeliannya berdasarkan dua hal itu. Misalnya harga pembelian listrik dari PLTA milik
PPL didasarkapada harga patokan tertinggi, sementara pembelian dari PLTA yang
berfungsi sebagai peaker didasarkan pada harga kesepakatan.

Mekanisme pembelian tenaga listrik dilakukan dengan dua cara: penunjukan langsung
dan pemilihan langsung. Penunjukan langsung ditujukan untuk pembelian tenaga listrik
antara lain dari PLTA, PLTP, atau kelebihan tenaga listrik dari PLTP, PLTA, PLTBm atau
PLTBg. Sementara pemilihan langsung dapat dilakukan untuk pembelian listrik dari,
antara lain, PLTA, PLTS, PLTBm atau PLTBg.

Pengaturan lebih teknis soal prioritas penggunaan energi terbarukan untuk penyediaan
tenaga listrik sebenarnya sudah diatur sebelum Perpres ini lahir. Peraturan itu antara
lain adalaPermerESDM no 50 tahun 2017 yang sudah dua kali diubah (&emgugm

ESDM no 53 tahun 2018 d@ermenESDM no 4 tahun 2020) yang di dalamnya
mengatur beberapa ketentuan yang sama dengan materi Perpres 112/2022, misalnya
saja regulasi harga pembelian tenaga listrik dari berbagai jenis pembangkit energi
terbarukan. Aturan pembelian tenaga listrik di dalaRerBienESDM itu yang
nampaknya diubah formulasinya dengan Perpres 112/2022.
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G. Permen ESDNb. 11Tahur2021 tentangPelaksanaan UsaKatenagalistrikan

Permenini menjadi jangkar untuk regulasi usaha penyediaan tenaga Uis#fila
ketenagalistrikan pada dasarnya ada dua: penyediaan dan penunjang. Usaha penyediaan
terdiri dari [IUPTL@UnNtuk kepentingan umumin IUPTL&ntuk kepentingan sendiri)

dengan jenis usaha berupa pembangkitan, transmisi, distribusi dan/atau penjualan
tenaga listrik.

Untuk IUPTLU, kegiatan usahanya dapat dilakukan dengan terirdagmasiarti
melakukan jenis usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan Atau
pembangkitan, transmisi dan penjualan Atau pembangkitan, distribusi dan penjualan
dalam satu kesatuan usaha. Sementara untuk IUPTLS, jenis usahanya adalah
pembangkitantransmisi dan distribusi, tanpa ada jenis usaha penjualan tenaga listrik.

Beda transmisi dan distribusi. Transmisi adalah penyaluran tenaga listrik dari
pembangkitan ke sistem distribusi dan ke konsuatenpenyaluran tenaga listrik
antarsistem. Distribusi di sisi lain adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi
dan/atau pembangkitan ke konsumen.

Bagi mereka yang hendak berusaha dalam sektor penyediaan tenaga listrik untuk
kepentingan umum harus memiliki Perizinan Berusaha bidang ketenagalistrikan. Ada 4
perizinan yang harus dimiliki terlebih dahulu yaitu IUPTLU, penetapan wilayah usaha,
pengesahaRUPTLdan izin penjualan, pembelian dan/atau izin interkoneksi jaringan
tenaga listrik lintas negara.

Selain soal perizinan, soal yang juga perlu dikomentari adalah soal pengutamaan produk
dalam negeri. Pengutamaan produk dan potensi dalam negeri dimaksud ada dalam 3
jenis: penggunaan produk dalam negeri, pemenuhan TKDN dan pengadaan produk
dalam negerPemenuhan TKDN dan pengadaan produk dalam negeri harus dipenuhi
oleh pemegang IUPTLU yang menjual tenaga listrik kepada pemegang IUPTLU
terintegrasi yang memiliki wilayah usaha dan perusahaan konstruksi. Sedangkan
penggunaan produk dalam negeri harus dipasieh pejabat pengadaan dari setiap
instansi atau kalangan usaha yang bergerak dalam pembangunan infrastruktur
ketenagalistrikan. Ketidakpatuhan atas pemenuhan produk dan potensi dalam negeri ini
bisa berujung pada sanksi administrasi berupa tegutalistggembekuan sementara

usahanya dan pencabutan izin.

x>
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H. Permen ESDM NoTahur2024 tentang PLTS Atap yahgrhubungUPTLU

Permen ESDM ini mengatur soal tata kelola PLTS atap yang terhubung dengan IUPTLU
yang memiliki wilayah usaha (yang sebagian besar adalah PLN). Beberapa hal penting
dalam Permen ini antara lain:

(1) pengaturan tentang kuota pengembangan sistem PLTS atap yang dibuat oleh
pemegang IUPTLU. Usulan Kuota pengembangan PLTS atap selama lima tahun
diajukan kepada ESDM. Jika disetujui, Kuota pengembangan tersebut harus
dipublikasikan oleh pemegang IUPTLUdailean satu tahun ada kuota yang tidak
terpenuhi, maka kuota itu akan ditambahkan dalam kuota tahun berikutnya.

(2) pengaturan permohonan yang dibatasi sebanyak dua kali dalam satu tahun, yaitu
bulan Januari dan Juli. Pada dua periode ini calon pelanggan PLTS atap
mengajukan permohonan kepada pemegang IUPTLU. Pemegang IUPTLU akan
memberikan persetujuan atau penolakaddsarkan kuota pengembangan yang
sudah disusunnya.

(3) tata cara ekspor listrik dari pelanggan ke sistem PLN yang tidak lagi diperhitungkan
dalam pengurangan biaya listrik

Roof Solar Panel
Credit :Albert Bridge / Geograph.org.ulk
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Peraturan Menteri ESDM NoT46ur2016 tentang Pedoman Penanganan
Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM)

Peraturan selanjutnya yang akan dikomentari dalam kajian ini adalah aturan internal
ESDM dan PLN yang mengatur mengenai pencegahan korupsi. Kali ini yang akan dilihat
adalah pengaturan benturan kepentingan dan suap atau gratifikasi.

Peraturan pertama yang dilihat adaRdérmenESDM no 46 tahun 2016 tentang
pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan kementerian ESDM. Aturan
ini sampai sekarang masih berlaku dan belum ada revisi atasnya. Benturan kepentingan
dianggap dapat menurunkan netralitas dan objektivitas pajabaiegawai sehingga
menurunkan kualitas pengambilan keputuBarmerini mewajibkan setiap unit yang

ada di dalam lingkungan ESDM mengidentifikasi potensi terjadinya benturan
kepentingan dan membuat kegigtananganannya dan lalu melakukan sosialisasi dan
internalisasi pencegahan benturan kepentingan. Setiap unit juga diharuskan melakukan
evaluasi internal tentang identifikasi benturan kepentingan dan penanganannya setiap
6 bulan sekali. Irjen di sisi lainnjaeli pihak yang mendampingi proses identifikasi,
pendampingan sosialisasi, konsultasi dan melakukan monitoring dan evaluasi pada
kegiatan penanganan benturan kepentingan.

Di dalam bagian lampiran yang memuat pedoman penanganan benturan kepentingan
diatur beberapa hal antara lain bertektuk benturan kepentingan (yang tidak melulu

soal rangkap jabatan, hubungan kekeluargaan atau pemberian akses khusus pada pihak
tertentu) jenis benturan kepentingan, sumber terjadinya benturan kepentingan (5 hal
yaitu hubungan afiliasi, gratifikasi, kelemahan sistem organisasi, kepentingan pribadi,
dan rangkap jabatan), pencegahan dan tindakan penanganannya.

Sebagai catatarPermenini lebih banyak bergerak dalam pencegahan benturan
kepentingan namun mekanisme penanganannya tidak diatur dengan optimal. Pertama
dalam urusan penanganan. Semua urusan jika ada laporan atau situasi benturan
kepentingan, baik yang dilaporkan dari atamdken di internal maupun berdasarkan
laporan kalangan eksternal berujung pada keputusan dari atasan langsung yang
bersangkutan yang kemudian melaporkannya kepada pimpinan unit. Ada 6 tindakan
yang akan diambil jika situasi atau kejadian benturan kepentiegadi yaitu
pengurangan kepentingan pribadi, penarikan diri dari proses pengambilan keputusan,
mutasi jabatan, pengalihan tugas dan tanggung jawab, pengunduran diri dan pemberian
sanksi. Namun tidak ada pengaturan soal sanksi apa yang dijatuhkarygrpisahn
pemecatan) atau mekanisme pelaporan kepada instansi penegak hukum.

Kedua, Irjen tidak memiliki peran penting sebagai pihak eksternal dari unit yang ada
dalam lingkungan kementerian. Tugasnya hanya pendampingan dalam penyusunan
identifikasi, sosialisasi dan menjadi konsultan jika ada masalah identifikasi dan
melakukan motdring dan evaluasi. Tugas terakhir ini sebenarnya juga dikerjakan oleh
unit yang bersangkutan. Semua proses dalam penanganan berjalan dengan pasif, tidak
ada diatur mengenai proses aktif dalam mencegah terjadinya benturan dan aktif
melaporkan ke instaréngawasan atau instansi penegak hukum.
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Permen ESDNo.25 Tahur2014 tentandSistem Penanganan Pengaduan
Internal Terhadap Dugaan Tindak Pidana Katiupegkungan Kementerian
ESDM

Permen ini terutama mengatur sistem pengaduan di internal lingkungan kementerian
ESDM. Permen ini bisa dihubungkan dengan Permen 46/2016 di atas karena di dalam
Permen ini diatur soal mekanisme pelaporan ke pihak penegak hukum.

Permen ini mengatur beberapa hal penting:

1.

Seluruh pegawai ESDM bisa menjadi pihak pengadu yang akan dilindungi
kerahasiaannya dan dilindungi haknya sebagai pelapor dari tindakan administrasi
kepegawaian atau haknya sebagai saksi dan pelapor;

Permenini tidak mengatur secara eksplisit pelapor non pegawai ESDM padahal
kejelasan ini penting karena setiap pelapor mendapatkan hak untuk mengetahui
perkembangan penanganan pengaduannya;

Setiap pengaduan ditangani oleh Tim Pengelolaan Pengduistégbloweyang
dibentuk menteri sebagai unit independen atas usularPkjemerini mengatur

juga soal mekanisme perlindungan bagi anggota Tim serta penanganan jika terjadi
benturan kepentingan.

Tim Pengelolaan Pengaduan ini bertugas menerima, memverifikasi, menelaah
setiap laporan pengaduan dan kemudian menyusun laporan ke Irjen jika dianggap
memiliki dugaan tindak pidana korupsi. Irjen melakukan audit dengan tujuan
tertentu atas laporan dari tidan kemudian menyampaikan laporan dan
rekomendasi hasil audit kepada menteri. Atas nama menteri, melanjutkan laporan
kepada apgakum jika berdasarkan audit menemukan indikasi dan bukti kuat
terjadinya tindak pidana korupsi. Irjen juga bertugas memulibkaza baik
seseorang yang dilaporkan melakukan tindakan korupsi namun berdasarkan
pemeriksaan apgakum dan KPK atau berdasarkan putusan pengadilan ternyata
tidak terbukti.




Corruption Risk Assessmé¢B@RA) Pemetaan Risiko Korupsi dalam Penyediaan Ketenag@mti&ais=nergi Terbarukan

K. Permen ESDNo.3 Tahun 2021 tentarlRengendalian Gratifikadii
Lingkungan Kementeri&&DM

Permen ini mencabut Permen 37 tahun 2014 yang mengatur hal yang sama. Permen ini
punya keterkaitan yang erat dengan Permen 46/2016 yang mengatur benturan
kepentingan karena ada banyak kategori gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan dapat
berubah menjadratifikasi yang wajib dilaporkan karena memenuhi kriteria terjadinya
benturan kepentingan (misalnya pemberian dalam keluarga yang ternyata punya potensi
benturan kepentingan atau penerimaan hadiah dari pihak lain). Permen ini juga lebih
jelas mengatur siapyang harus taat pada aturan ini. Di dalam aturan sebelumnya yang
biasanya dirujuk sebagai pihak adalah pegawai, namun Permen ini mengatur pihaknya
tidak hanya pegawai tetapi juga penyelenggara negara.

Sebagaimana juga dalam pengaturan pengaduan laporan inkvistde{lower,

Permenini juga membuat institusi baru yang bernama Unit Pengendalian Gratifikasi
(UPG) yang dibentuk oleh menteri di bawah Irjen. UPG ini ada di tingkat kementerian dan
di setiap unit di lingkungan kementerian ESDM. UPG ini antara lain bertugas menerima,
menganbsis dan mengadministrasikan laporan penerimaan atau penolakan gratifikasi;
meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK; mengurubaiaagyang

terkait dengn gratifikasi, melakukan sosialisasi soal gratifikasi dan lainnya.
Penanganan laporan gratifikasi dilakukan dalam tiga tahapan: verifikasi, analisis dan
penetapan status laporan gratifikasi.

L. Permen BUMNo.1 Tahun 2015 tentang PedonRenanganan Benturan
Kepentingan di Lingkungan Kementerian BUMN

Peraturan lain yang juga perlu dilihat adalah peraturan yang dibuat oleh kementerian
BUMN. Kementerian ini mempunyai pengaruh kuat pada kebijakan BUMN
ketenagalistrikan (yaitu PLN). Peraturan yang akan dilihat adalah peraturan tentang
penanganan benturaagentingan yang lahir pada tahun 2015. Dalam satu kesempatan,
Menteri BUMN di Kabinet Merah Putihnya Presiden Prabowo Subianto, Erick Thobhir,
berjanji akan membuat aturan lebih terkini soal benturan kepentingan ini. Selama aturan
baru itu belum ada, makididgkup kementerian BUMRrmenini masih berlaku.

Tujuan lahirnyaPermenini adalah perbaikan tata kelola pemerintahan menuju
pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta agar ada pemahaman
yang seragam tentang benturan kepentingan yang ditujukan bagi perbaikan kinerja
pegawai. Benturan kepentingan didefinisfgama dengaPermenESDM 46/2016)
sebagai situasi dimana pegawai ASN kementerian BUMN memiliki atau patut diduga
memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan
atau jabatannya, sehingga mempengatudiitas keputusan dan/atau tindakannya.
Permenini tidak membedakan antara pegawai dengan pejabat di lingkungan
kementerian BUMN.
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Nampaknya setiap kementerian menentukan sendiri bentuk benturan kepentingan, jenis
benturan kepentingan dan sumber benturan kepentingan. Miganyen ini
menyebutkan lima sumber benturan kepentingan yaitu penyalahgunaan wewenang,
hubungan afiliasi, gratifikasi, kelemahan sistem organisasi dan kepentingan pribadi.
Sementara di ESDM, tidak menyebutkan penyalahgunaan wewenang sebagai sumber
benturan kepeinigan, dan menggantinya dengan rangkap jabatan.

Catatan yang cukup kritis aRasrmerBUMN ini adalah tidak ada sistem yang membuat
internalisasi atas perintah pencegahan benturan kepentingd&erimienini tidak
memerintahkan kepada unit yang ada di lingkungan kementerian BUMN melakukan
identifikasi benturan kepentingan dan merancang penanganannya. Sebaliknya, apabila
Pegawai di lingkungan kementerian BUMN berada dalam kondisi yang berpotensi
memiliki baturan kepentingan, maka berdasarkan penilaian sendiri yang bersangkutan
menandatangani surat pertgan potensi benturan kepentingan. Penilaian sendiri ini
nantinya akan dinilai oleh atasan langsung dan/atau inspektorat yang jika hasilnya
berbeda, maka yang akan dipakai adalah penilaian atasan langsung dan/atau
inspektorat.

Jika memang terjadi benturan kepentingan, maka ada 6 tindakan yang akan dilakukan:
penarikan diri dari proses pengambilan keputusan, pembatasan akses atas informasi,
mutasi pegawai, pengalihan tugas dan tanggung jawab, pengintensifan pengawasan
atas pegawdersebut dan pemberian sanksi tegas.

Satu hal yang cukup bagus dari pedomatPdariernni adalah adanya identifikasi atas

areal rawan korupsi dalam bidang atau area tugas sehingga para pegawai harus
menghindari terjadinya benturan kepentingan. Bidang atau area tugas itu antara lain
proses pengadaan barang dan jasa, persetujuan pelepas@eraiayagunaan aset
BUMN, pengangkatan direksi atau komisaris BUMN dlI.

Selain itu, Kementerian BUMN juga telah menerbitkan Peraturan Menteri BUMN No. 3
tahun 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara (SDM
BUMN). Permen ini mengatur tentang salah satu intervensi penting Kementerian BUMN,
yakni dalam @nentuan syarat anggota Direksi dan Dewan Komisaris BUMN dan Anak
Perusahaan dan tata cara pengangkatan Direksi dan KomisarissalaiBatu posisi

yang terindikasi rawan bagagi jabatart?

Meskipun peraturan diatas telah mengatur kriteria dalam pengangkatan Direksi dan
Komisaris BUMN, tidak lantas menjadikan BUMN di sektor energi memiliki kapasitas
yang cukup untuk mencegah korupsi dalam penyediesstruktur ketenagalistrikan.
Terutama apabila pemilihan Komisayeng berfungsi memberikan nasihat dan
melakukan pengawasan ugald#dakukan atas pertimbangan balas budi politik
terhadap rezim yang berkuasa. Kriteria ketat dalam pemilihan direksiidan&yang

diatur dalam aturan tersebut juga belum mampu menjawab kritik masyarakat atas
pengangkatan komisaris oleh Kementerian BUMN yang tidak sesuai dengan keahlian
bidangnya.

19 Kompas.id (12 Juni 2024). Kritik Baggi Jabatan di BUMN, DPR: Arsitek kok Urus Gas? Diakses melalui
https:/iwww.kompas.id/baca/polhuk/2024/06/12/kritiagibagijabatankomisarisdandireksibumn
dpr-lulusanrarsitekturkok-ngurusingas]
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2.2. AlurBisnis Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya (September 2024) kembali menyinggung soal tidak
efisiennya perizinan pembangkitan listrik. Investor (khususnya pembangkit listrik panas
bumi) harus menunggu sampeb Fahun dari proses perizinan sampai konstrukai?a

Pada tahun 2019, Jokowi juga sudah mengeluhkan soal yang sama tentang terlalu banyaknya
jenis perizinan dalam pembangkitan ligtriwaktu tahun 2019 ini ditanggapi oleh
Kementerian ESDM dengan menyatakan bahwa ada pemangkasan jenis izin dan
pengintegrasian dengan sistem OSS. Namun keluhan presiden lima tahun kemudian tetap
terjadi.

Riset ini tidak dalam kapasitas mengamini atau menegasikan keluhan presiden di atas. Kami
melihat bukan soal banyak atau sedikit jenis izin atau cepat atau lambatnya proses
pengurusan izin, namun kami lebih melihat pada sejauh mana proses perizinaa yang ad
tepat sasaran, transparan, adil desbas korupsserta mengikuti kaidah perlindungan
lingkungan, sosial dan penghormatan atas HAM. Presiden mengeluhkan lambatnya
pengurusan AMDAL yang bisa mencafatahun. Namun AMDAL justru harus ditelaah,
diperiksaoleh sebanyak mungkin ahli dan pihak berkepentingan lainnya dengan baik agar
tidak memberikan dampak negatif di kemudian hari. Tapi kami memang melihat bahwa
perizinan dalam pembangkitan listrik ini cukup ribet. Tidak mudah dicerna oleh orang biasa
yang yiga dalam sisi lain menunjukkan belum begitu transparan dan akuntabelnya proses
perizinan dalam penyediaan tenaga listrik.

MATA

20 KemenESDM (2024) Siaran Pers: Buka IIGCE 2024, Presiden Jokowi Minta Percepatan Perizinan Panas
Bumi. Diakses melahitips://www.esdm.go.id/id/medieenter/arsipberita/bukaiigce 2024 presiden
jokowtminta percepatarperizinanpanasbumi

21 KumparanBisnis (2019). Izin Bangun Pembangkit Listrik Disoroti Jokowi, Begini Penjelasan ESDM. Diakses

melaluihttps:/kumparan.com/kumparanbisnis/#ianguapembangkiistrik-disorotijokowt begint
penjelasaresdm 1r3EJIMVIeCO/full
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Setelah mencerna regulasi di bagiahelumnya dan membaca dokumen terkait dengan
perizinan dalam penyediaan tenaga listrik, kami mencatat beberapa hal:

Pertamakhusus terkait dengan penyediaan tenaga listrik, pemberi izinnya adalah Menteri
dan gubernur. Perbedaan kewenangannya dijelaskan pada bagian penjelasamasiaging

jenis izin penyediaan tenaga listrik di bagian lain di bab ini. Tidak berbeda dengan
kewenangan penerbitan perizinan pada umumnya yang mengikuti kewenangan berdasarkan
batas administrasi atau kriteria khusus. Gubernur misalnya dapat menerbitkan perizinan
berusaha berupa IUPTLU @mtegrasi) dengan instalasi yang berada di dalanpsatinsi

atau menerbitkan tarif listrik bagi pemegang IUPTLU yang izinnya dari gubernur. Gubernur
juga punya kewenangan menerbitkan IUPTLS yang punya kapasitas di atas 500 kW sampai
dengan 10 MW dan Sertifikat standar untuk pemilik pembangkit yang pasiyassampai

dengan 500kW.

Dalam usaha penyediaan tenaga listrik ini jenis perizinan yang mas@Sfaddanl1 jenis
izin, yaitu:

Pembangkitan tenaga listrik
Transmisi tenaga listrik
Distribusi tenaga listrik
Penjualan tenaga listrik

® 20 o

Pembangkit, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan
usaha (terintegrasi)

Pembangkit, transmisi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha
Pembangkit, distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha

- a -

Distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha

Izin penjualan tenaga listrik lintas negara
j- lzin pembelian tenaga listrik lintas negara
k. lIzin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara.

Masingmasing dari jenis perizinan di atas memilikiizin penunjangnya yangRisizingn

Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU). Perizinan penunjang ini diperlukan
sebagai pelengkap dari perizinan utama, atau diperlukan pada tahap operasional dan/atau
komersial. Dua jenis PB UMKU yang dibahas dalam riset ini adalabefghaeRUPTL

dan (2) penetapan wilayah usaha.

Kedua Semua proses perizinan untuk jenis perizinan di atas sudah terintegrasi ke dalam
sistem OSS(oss.go.id) yang ada di BKPM/DPMPTSP Provinsi. Jenis perizinan sudah
dikategorikan ke dalam KBLI atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan PB UMKU.
Untuk jenis perizinan seperti ini, prosesnya permohonannya sekali jalan lewat OSS.
Sebaliknya, unkuenis izin yang belum masuk ke dalam KBLI, proses perizinan yang terjadi
sekarang melewati dua proses: Proses pertama adalah permohmragdkedan poses

kedua adalah mengajukan permohoranjutan ke Kementerian ESDNMhelalui
perizinan.esdm.go.id/gatrik
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Baik yang sudah ada KBLI atau belum, pihak BKPM yang akan menjadi pintu pertama dalam
menerima permohonan perizinan. Walaupun demikian, proses verifikasi persyaratan teknis
tetap berada di dalam kewenangan kementerian ESDM atau Dinas yang mengkams kelistri

di tingkat provinsi. Hal ini dilandasi persyaratan spesifik untuk penyediaan tenaga listrik
diatur dalam aturan kementerian ESDM. Persetujuan atau penolakan dari kementerian teknis
akan menjadi bahan dalam surat persetujuan/penolakan yang ditandatéetystepala

BKPM.

Ketiga Instansi yang terkait dengan perizinan penyediaan tenaga listrik tidak hanya
Kementerian ESDM, tetapi juga melibatkan kementerian lain dan juga pemerintah daerah,
dalam hal ini provinsi. Keterlibatan berbagai pihak dalam proses perizinan penyediaan tenag
listrik dicontohkan dalam diagram berikut yang memperlihatkan proses perizinan IUPTLU dari
tahap permohonan sampai operasional:

W ASNASISYASYT——4
YAAVAN DA
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Proses Bisnis Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IPP PLN)
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Diolah dari : Infogatrik, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM
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Setidaknya ada 7 Kementerian dan 1 BUMN yang harus dilewati oleh pemohon yang hendak
membangun atau terlibat dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Dengan catatan, ada tiga
permohonan usaha IUPTLU (distribusi, penjualan tenaga listrik dan usaha pétsyagiaan

listrik secara terintegrasi) yang membutuhkan penetapan wilayah usaha terlebih dahulu oleh
Menteri ESDM dan pengesaRbiiPTloleh Menteri atau gubernur.

Di masingmasing tahapan perizinan tersebut memiliki persyaratan, proses penanganan
permohonan, jangka waktu yang berdestia serta otoritas pemberi izin yang berbeda pula.
Karena IUPTLU pembangkitan listrik masuk dalam kategori tinggi risiko, makh fapses
tahapan akan menjadi ketat pula. Di dalam kategori yang dibuat dalam sistem OSS, semua
jenis perizinan penyediaan tenaga listrik dikategorikan berisiko tinggi. Konsekuensinya
pemohon izin harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin ttsabartikat

standar jika diperlukan.

Di dalam diagram terlihat bahwa proses perizinan dibagi dalam dua tahap besar: persyaratan
dasar dan perizinan berusaha. Persyaratan dasar ini terdiri dari dua jenis: Nomor Induk
Berusaha (NIB) dan penyerahan dBgarilik ManfaaBeneficial Ownership

Pemenuhan persyaratan mendasar ini bersangkut dengan tiga kementerian: kementerian
yang mengurus legalitas perusahaan, ATR/BPN dan KLHK. Ketiganya mengurus hal yang
berkaitan dengan legalitas perusahaan, kesesuaian usaha dengan perencanaan ruang (Izin
lokasi jika belum ada RDTR) dan persetujuan lingkungan dan penggunaan lahan.

Perizinan berusaha di sisi lain ada di kementerian teknis seperti ESDM, Kemenkeu (ketika ada
insentif fiskal atau kemudahan berusaha dari sisi finansial atau sebagai pihak yang
memberikan NPWP), Kemenhub untuk urusan navigasi atau terminal khustBUkkaen

ada penggunaan sarana seperti waduk untuk pembangunan PLTA. Tentu saja sebenarnya
masih banyak iziizin lainnya yang masih terkait seperti soal pengurusan impor barang,
kepegawaian dan lainnya.

Pemerintah provinsi juga memiliki kewenangan dalam terbitnya izin usaha penyediaan tenaga
listrik. Misalnya memberikan rekomendasi dalam proses penetapan wilayah usaha suatu
badan usaha atau terbitnya izin IUPTLU atau memberikan izin untuk usaha datribusi
penjualan listrik yang memegang wilayah usaha tanpa ada usaha pembangkitan.

a7
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KeempatProses bisnis dari perizinan penyediaan tenaga listrik adalah sebagai berikut:

Instansi yang
bertanggung
jawab :

Dokumen
Persyaratan

48

TIMELINE WILAYAH USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Menteri ESDM Menteri ESDM Menteri ESDM Menteri ESDM
c.q Ditjen

/ Gu_bgrnur / Gu_bgrnur hEeSnDtI?JIr i / Gu_baarnur
: sesual dengan sesual dengan sesuai dengan
Ketenagalistrikan kewenangal?nya kewenangar?nya +DPR kewenangar?nya

Penetapan
Wilayah
Usaha

Pengesahan Penerbitan Penetapan Tahap_
RUPTL IUPTLU TTL Operasi

1. Dokumen Studi
1. Analisis Kelayakan

Kebutuhan 2. Dokumen
Tenaga Listrik Rancangan Penetapan

RUP Wilayah Usaha

. Dokumen
Gubernur RUPTL yan
sudah disahkan

2. Rekomendasi

Diolah dari : Infogatrik, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM

PenetapaiVilayah Usaha

Definisi resmi yang dipakai untuk menjelaskan wilayah usaha adalah yaitayah
ditetapkan oleh Menteri ESDM sebagai tempat badan usaha melakukan usaha distribusi
dan/atau penjualan tenaga listrik. Wilayah usaha ini tidak sama dengan wilayah
administrasi pemerintahan. Penetapan wilayah usaha mengikuti kebutuhan penyediaan
tenagdistrik yang sudah diatur di dalam RUKN.

Sebagaimana disebutkan dalam regulasi di atas, tidak semua perizinan penyediaan
tenaga listrik membutuhkan penetapan wilayah usaha. Jenis usaha yang butuh
penetapan wilayah usaha adalah (1) usaha distribusi tenaga listrik atau (2) usaha
penjualan tenagastrik atau (3) usaha pembangkit, transmisi, distribusi dan penjualan
tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha (terintegrasi). Dengan kata lain jika jenis usaha
pembangkitan listrik saja atau transmisi saja tidak memerlukan penetapan wilayah
usaha.

Namun memiliki wilayah usaha sebenarnya memudahkan dalam proses usaha karena
ada jaminan pemegang wilayah usaha memonopoli penyediaan listrik di wilayahnya.
Pihak lain yang tidak memiliki wilayah usaha harus bekerja sama atau menyewa kepada
pemilik wilayalisaha.
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Pengajuan penetapan wilayah usaha diserahkan kepada menteri ESDM via dirjen gatrik
dengan menyertakan (1) analisis kebutuhan penyediaan tenaga listrik, (2) rekomendasi
gubernur serta (3) hasil evaluasi teknis penetapan wilayah usaha dari tim teknis (berisi
antara lain bahwa wilayah usaha tidak tumpang tindih dan kesanggupan memenuhi
penyediaan listrik).

Dalam prosesnya, peran gubernur ada dalam bentuk pemberian rekomendasi. Isi dari
rekomendasi itu berupa batasan Wilayah Usaha dan peta lokasi, pernyataan bahwa Izin
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik akan diterbitkan setelah Wilayah Usaha penyediaan
tenaga btrik diterbitkan beserta pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik,
dan pernyataan bahwa Wilayah Usaha tersebut belum terjangkau oleh pemegang
Wilayah Usaha yang sudah ada atau pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada tidak
mampu menyediakan tenalystrik atau jaringan Distribusi Tenaga Listrik dengan
tingkat mutu, dan keandalan yang baik.

Penetapan wilayah usaha hanya bisa diberikan kepada satu badan usaha di satu wilayah
usaha (namun badan usaha bisa memiliki wilayah usaha lebih dari satu). Karena itu
penetapan wilayah usaha harus mempertimbangkan beberapa kriteria, antara lain: bagi
wilayah usaha yang sudah ada pemegang wilayah usahanya dimana pemegang wilayah
usahanya tidak mampu menyediakan tenaga listrik atau tidak mampu memenuhi tingkat
mutu dan keandalan, atau menyerahkan sebagian atau seluruh wilayah usahanya
kepada menteri atau wikh usaha yang dimohonkan belum terjangkau oleh pemegang
wilayah usaha yang ada. Kriteria terakhir untuk penetapan wilayah usaha adalah jika
wilayah tersebut merupakan kawasan terpadu yang mengelola sumber daya energi
secara terintegrasi sesuai pola kebatulistrik usahanya.

Verifikasi lapangan bisa dilakukan dengan bantuan tim teknis untuk memeriksa
kesesuaian kriteria penetapan wilayah usaha dengan dokumen permohonan yang
diajukan. Jika disetujui, menteri ESDM via ditjen gatrik mengeluarkan penetapan wilayah
usaha.

Wilayah usaha ini dapat berubah wilayah cakupannya, bisa meluas atau mengecil
menyesuaikan dengan kemampuannya menyediakan tenaga listrik. Wilayah usaha satu
pemegang wilayah usaha bisa meluas jika ada pemegang wilayah usaha lain yang tidak
mampu menyediak tenaga listrik dan sebaliknya akan mengecil jika tidak mampu
menyediakan tenaga listrik di wilayah usahanya.

Wilayah usaha bisa dicabut jika selama 3 tahun, pelaku usaha tidak mendapatkan
IUPTLU, atau IUPTHnoya berakhir dan tidak diperpanjang atau dicabut, atau badan
usaha tersebut tidak memenuhi kewajiban di wilayah usahanya. Wilayah usaha yang
dicabut ini bisaliserahkan kepada BUMN pemegang IUPTLU yang memiliki wilayah
usaha (BUMN yang dimaksud adalah PLN) atau kepada pelaku usaha yang memegang
IUPTLU lain yang punya wilayah usaha terdekat. Perhatikan bahwa BUMN tersebut dapat
menerima limpahan wilayah usalang/ dicabut walaupun tidak di dekat wilayah
usahanya.
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Berdasarkan data Oktober 2021, sudah ada 55 pemegang wilayah usaha. PLN walaupun
dianggap satu wilayah usaha, tetapi jangkauan wilayah usahanya adalah seluruh
Indonesia kecuali wilayah usaha yang diberikan pemerintah kepada pihak lain. Dari 55
pemegang wadlyah usaha itu sebanyak 50 adalah pemegang IUPTLU terintegrasi sedang
sisanya IUPTLU distribusi dan penjualan tenaga listrik. Dilihat dari data yang sudah jalan
atau belum, ada 44 wilayah usaha yang shdaiperasilan 11 belunberoperast?

(salah satu pemegang wilayah usaha yang lidtmperasadalah PT Biogreen Power
Jayapura, yang sepertinya bergerak dalam PLTBm yang berasal dari limbah sawit).

B. PengesahaRUPTL

RUPTL ini digunakan oleh pemegang wilayah usaha sebagai dasar kegiatan usaha
penyediaan listrik untuk kepentingan umum dan pembelian tenaga listrik dan/atau sewa
jaringan tenaga listrik dengan pemegang IUPTLU lainnya. Seperti juga wilayah usaha,
pengesahaRUPTL harus ada dulu sebelum memohon perizinan usaha. Pengesahan
RUPTL dibutuhkan dalam proses pengajuan IUPTLU yang jenis usahanya berupa
distribusi tenaga listrik, transmisi tenaga listrik dan usaha penyediaan tenaga listrik
secara terintegrasi. Sehirrggda dua jenis RUPTL: RUPTL untuk distribusi dan/atau
penjualan tenaga listrik (dengan masa berlaku 5 tahun) dan RUPTL untuk penyediaan
listrik secara terintegrasi (dengan masa berlaku 10 tahun).

PengesahamRUPTLdiajukan kepada menteri via dirjen gatrik atau gubernur sesuai
dengan kewenangannya dengan melalui proses pengajuan perizinan yang berlaku.
Menteri dapat mengesahk&UPTLbagi pemegang IUPTLU yang perizinannya
didapatkan dari menteri. Gubernur di sisi lain bisa menge&ibiRaisuatu badan

usaha yang izinnya diberikan oleh gubernur.

Di dalam ketentuan Perpres 112/2022, tahapan pengeRatriflditambah dengan

adanya proses koordinasi dengan Menteri BUMN dan Menteri Keuangan. Tahapan ini
tidak ada di dalam regulasi yang mengatur perizinan penyediaan tenaga listrik secara
umum; hanya ada di dalam regulasi yang mengatur mengenai pengutamaan energi
terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik. Jika melihat teks pasalnya, koordinasi ini
bersifat mandatori. Koordinasi ini dilakukan agar mendapatkan pertimbangan dalam
soal keseimbangan penyetia dan permintaan listrik, kesiapan sistem
ketenagalistrikan dan kemampuan keuangan negara. Regulasi ini sebenarnya ketentuan
yang baik, karena membuka ruang instansi lain di pemerintah untuk menelisik isi dan
proses pembentukan dan pengesahan dokuRWPTL (Walaupun masih minim,
bahkan mungkin tidak ada, keterlibatan publik dalam proses pendd3BfidnTetapi

harus diperjelas juga apakah penges&idRTlyang dikoordinasikan terlebih dahulu
dengan meiBUMN dan Menkeu ini juga mengikat pelaku usahetey memerlukan
pengesahaRUPTR

22 pPwC, Power in Indonesia: investment and Taxation Guide, August 2023, 7 edition.
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RUPTL disusun dengan mengasumsikan jumlah dan jenis pelanggan diansjuga
berdasarkan rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik dan target bauran
energi yang diatur di dalam RUKN. Target bauran energi ini dapat dicapai dengan tiga
hal: mengoptimalkan potensi energi baru dan terbarukan di wilayah usahanya, ker
sama antar pemegang wilayah usaha atau pembelian sertifikat energi baru dan
terbarukan.

RUPTL dapat berubah jika (1) ada penyesuaian sebagai hasil evaluasi atas RUPTL oleh
pemegang wilayah usaha yang dilakukan tiap tahun dan (2) wajib berubah jika ada
perintah menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. Perubahan RUPTL ini
harus mendagkan persetujuan dari menteri atau gubernur sesuai dengan
kewenangannya.

C. IUPTLU atau Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan Umum.

IUPTLU merupakan jenis izin berusaha yang paling lazim. Permohonan IUPTLU diajukan
kepada kementerian ESDM atau pemerintah daerah (dalam hal ini gubernur) dengan
mengikuti peraturan dan persyaratan yang berlaku.

Sama seperti pengajuan IUPTLS di bawah, pemohon sudah diharuskan memiliki NIB dan
Daftar PemilikManfaat Beneficial OwnershipPada saat memohonkan lev@gS
dilampirkan pula persyaratan dokumen (1) SK Penetapan Wilayah Usaha, (2) SK
PengesahaRUPTL (3) perjanjian jual beli tenaga listrik atau persetujuan harga jual
tenaga listrik serta (4) kajian kelayakan usaha penyediaan tenaga listridefibemipi

kajian kelayakan finansial, kelayakan operasional, studi interkoneksi jaringan, lokasi
instalasi, diagram satu garis, jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan, jadwal
pembangunan dan jadwal pengoperasian).

IUPTLU Berumur 30 tahun dan dapat diperpanjang. Perubahan IUPTLU dilakukan jika
ada perubahan kapasitas instalasi tenaga listrik, jenis usaha, hama badan usaha dan
wilayah usaha sementara dianggap berakhir jika habis masa berlakunya atau tidak
diajukan pgranjangan, dikembalikan oleh pemegang IUPTLU dan dicabut oleh Menteri
atau gubernur. Pemegang IUPTLU diharuskan menyampaikan laporan pelaksanaan
usahanya kepada menteri ESDM atau gubernur setiap tahun di bulan Januari.

Bagi badan usaha yang mau mengajukan IUPTLU dengan jenis usaha berupa distribusi
tenaga listrik, penjualan atau penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi wajib terlebih
dahulu mendapatkan pengesahan wilayah usaha dan pengBddf@h Dengan

regulasi ini jenis usaha pembangkitan tenaga listrik saja atau transmisi tenaga listrik
saja tidak perlu mendapatkan pengesahan wilayah usaha dan pendddBfian

terlebih dahulu sebelum mengajukan IUPTLU.

Untuk lebih jelasnya dapat diambil contoh persyaratan mendapatkan IUPTLU untuk jenis
usaha pembangkit listrik dan IUPTLU terintegrasi.
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Pemohon IUPTLU pembangkit (bisa dalam bentuknt@pdndent Power Prodycer

yang seluruh tenaga listrik yang dihasilkannya dijual kepada PLN) sudah harus memiliki
NIB dan daftapemilik manfaat pada saat mengajukan permohonan lewat OSS.
Dilengkapi juga dengan persyaratan studi kelayakan dan dokumen persyaratan lainnya.

Dokumen persyaratan atau perizinan yang harus dimiliki, antara lain, berupa penetapan
tarif tenaga listrik, persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik (atau
kesepakatan jual beli tenaga listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga
listrik), persetujuan harga pembelian tenaga listrik lintas negara (jika memang mau dijual
ke luar negeri), sertifikat laik operasi, sertifikat kompetensi, dan persetujuan rencana
impor barang.

Permohonan bisa diajukan kepada menteri jika berbentuk BUMN, lokasinya lintas
provinsi, punya wilayah usaha dengan usaha terintegrasi, menjual listrik atau menyewa
jaringan listrik pada badan usaha pemilik IUPTLU yang izinnya dikeluarkan oleh Menteri.
Pernohonan diajukan kepada Gubernur jika lokasinya ada di satu provinsi dan menjual
atau menyewa tenaga listrik pada badan usaha yang izinnya dikeluarkan oleh gubernur.

Sementara untuk pemohon IUPTLU terintegrasi, selain persyaratan bagi pemohon
IUPTLU pembangkit listrik di atas, juga diharuskan mendapatkan penetapan wilayah
usaha dan pengesahBb/PTlserta persyaratan spesifik seperti registrasi pemanfaatan
jaringan listrik untuk telematika atau register stasiun pengisian listrik (untuk penyedia
listrik bagi kendaraan (SPKLU)). Permohonan jenis usaha ini diajukan kepada menteri
karena sifatnya usahamyang terintegrasi. Permohonan bisa juga diajukan kepada
gubernur jikepemohonnya memiliki wilayah usaha tetapi tidak mempunyai usaha
pembangkitan listrik (gubernur dapat memberikan IUPTLU untuk jenis usaha distribusi,
transmisi, dan distribusi dan transmisi tenaga li$trik).

23 Untuk lebih jelasnya dapat dibaca Lampiran | dan Il PP 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko.
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D. IUPTLS atau Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrikiepietktingan Sendiri

Sebelum disebut dengan IUPTLS (pra tahun 2021), nama izin yang dipakai adalah izin
operasi. Penggantian nama ini tidak lantas membuat aturan pelaksana sebelum tahun
2021 dari izin operasi jadi tidak berlaku.

Kegiatan usaha yang memerlukan IUPTLS hampir sama dengan IUPTLU, kecuali dalam
hal UPTLS tidak ada kegiatan usaha penjualan tenaga listrik. IUPTLS wajib dipunyai oleh
mereka yang pembangkit listriknya (1) dipergunakan untuk kebutuhan sendiri atau (2)
sebagi cadangan yang akan dipergunakan seweddkiu untuk keperluan sendiri atau

(3) sebagai penggunaan darurat ketika ada gangguan listrik dari pemegang IUPTLU
setempat atau (4) dipergunakan secara sementara untuk kegiatan yang sifatnya juga
sementara (ternsak pembangkit yang bisa dipindahkan).

IUPTLS dibedakan dalam dua jenis. Jika pelaku usaha memiliki pembangkit dengan
kapasitas lebih dari 500 KW dalam satu sistem instalasi tenaga listrik, maka wajib

mendapatkan IUPTLS. Sementara jika kapasitas pembangkit listriknya kurang dari 500
KW, maka kegjibannya berupa penyampaian laporan usaha penyediaan tenaga listrik

untuk kepentingan sendiri (tidak perlu IUPTLS). Pemegang IUPTLS juga wajib
menyampaikan laporan usaha ini satu kali selama menjalankan operasi usahanya
kepada Menteri atau gubernur sesleagan kewenangannya.

Permohonan untuk mendapatkan IUPTLS diajukan lewat mekaBiSyaag ada di
BKPM/DPMPTSP Provinsi dengan persyaratan berupa NIB dan pemenuhan dokumen
kajian teknis. Isi dari kajian teknis ini antara lain memuat analisis kebutuhan tenaga
listrik, lokasi instalasi, diagram satu gasiagle line diagramjenis dan kapasitas
instalasi, jadwal pembangunan dan jadwal pengoperasian. Jika disetujui (setelah melalui
proses verifikasi) oleh menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya akan
diterbitkan IUPTLS.

Menteri berwenang menerbitkan IUPTLS yang instalasinya melewati dua provinsi atau
lebih, dengan kapasitas lebih dari 10MW, berlokasi di atas 12 mil laut dan terintegrasi
dengan fasilitas migas. Sedangkan gubernur berwenang menerbitkan IUPTLS yang
instalashya berada dalam satu provinsi, kapasitas pembangkit antara 500 KW sampai

dengan 10MW dan berlokasi kurang dari 12 mitlaut.

IUPTLS berumur 10 tahun dan dapat diperpanjang. IUPTLS wajib diubah jika ada
perubahan pada penggunaan pembangkit listriknya atau kapasitas instalasi tenaga
listrik. IUPTLS berakhir karena habis masa berlakunya atau dicabut oleh menteri atau
gubernur.

24 Penulis belum menemukan aturan bahwa Menteri menerbitkan IUPTLS yang berkapasitas lebit®besar dari
MW.
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Seperti juga IUPTLU, pemegang IUPTLS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan
usahanya kepada menteri ESDM atau gubernur setiap tahun di bulan Januari.

Kelima Pada saasekarang sedang terjadi kelebihan tenaga listrik utamanya di jalur
Jawa dan Bali. Karena itu ada pembatasan pembangunan pembangkit listrik, yakni
hanya diperbolehkan di luar Jawa dan Bali. Ketentuan ini merupakan bagian dari Nota
Kesepahaman antara BKRIM BLN pada tanggal 5 Februari 2020 dan Perjanjian Kerja
sama antara kementerian BUMN dan BKPM pada tanggal 18 Agustus 2020. Namun ada
pengecualiannya yaitu bagi pembangkit listrik yang dibangun oleh PLN atau
pembangkitnya berupa pembangkit energi bartedaarukar(EBT) Untuk kedua hal

ini, pembangunan pembangkit boleh dibangun di wilayahBasiwaAturan ini
memberikan keistimewaan bagi pelaku penyedia tenaga listrik dari energi terbarukan
karena bisa membangun pembangkit listrik di semua wilayah Indonesia.

Keenam Pengadaan pembangkitan listrik bisa dilakukan oleh pihak lain selain PLN
seperti oleh pemerintah, BUMD atau pemilik wilayah usaha. Dalam hal pengadaan
pembangkitan listrik dilakukan oleh pihak luar, PLN nantinya akan melakukan perjanjian
pembelian listki

Karena listrik merupakan sarana yang menguasai hajat hidup orang, maka prioritas
untuk mengadakan pembangunan pembangkit tenaga listrik diberikan kep&da PLN.
Baru kemudian menyusul BUMD dan kalangan swasta. PLN memang dominan dalam
penyediaan tenaga listrik. Hal ini nampak juga dalam pengaturan wilayah usaha. PLN
merupakan 1 dari 55 pemegang wilayah usaha di Indonesia sampai Oktober 2021.
Walaupun satu, tetapiilayah usaha PLN adalah seluruh wilayah Indonesia kecuali
wilayah usaha yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai wilayah usaha lainnya.

25 Ditegaskan dalam UU 30/2009 dan Perpres 4/2016
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